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ABSTRAK

Akbar Aba. 2019. Implementasi Kepribadian Muhammadiyahan dalam
pembelajaran Pendididkan Kewarganegaraan pada mahasiswa Unismuh
Makassar. Skripsi. Program Studi Pendidikan Pancasila Pancasila dan
Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Imu  Pendidikan Universitas

Muhammadiyah Makassar. Pembimbing Muhajir dan Jumiati Nur.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah pengimplementasian
Kepribadia Muhammadiyahan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
dan hambatan yang dihadapi pada proses pembelajaran. Jenis penelitian adalah
penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi
observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan cara
mereduksi data, menyajikan data serta memverifikasi dan membuat kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasikan nilai-nilai
Kemuhammadiyahan dalam proses pembelajaran PPKn pada mahsiswa Prodi
PPKn Unismuh Makassar masih kurang baik. Adapun hambatan yang dihadapi

. |dalam mengimplementasikan nilai-nilai Kemuhammadiyahan pada proses
. [pembelajaran ialah kurangnya pemahaman beberapa dosen tentang nilai-nilai

Kemuhammadiyahan,

Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Impelementasi Kepribadian

| Wuhammadiyahan.
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ABSTRAK

Akbar Aba. 2019. Implementation of Muhammadiyahan Personality in the

Study of Citizenship Education in Muhammdiyah university students. Thens.

| | Pancasila Education Study Programs Pancasila and Citizenship of the Teaching

and Education Faculty of the Muhammadiyah University of Makassar. Supervised

by Mubhajir and Jumiati Nur.

The main problem in this research are the implementation of
Kemuhammadiyahan values in the learning of Civic Education and the obstacles
faced in the learning process. The kind of the research is qualitative research. Data
collection techniques used were observation, interviews and documentation. The
data analysis technique used were reducing data, presenting data and verifying

and making conclusions.

The results of this research concluded that implements of
Kemuhammadiyahan values in the learning process of PPKn in the students of the
Muhammadiyah University of Makassar PPKn Study Programs is still not good.
As for obstacles faced by researcher in implementing Kemuhammadiyahan values

to leamning process are some lecturers not really understand about

Kemuhammadiyah values.

Keywords: Citizenship Education, Implementation of Kemuhammadiyahan
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BAB1I
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan dan
peningkatan mutu sumber daya manusia. Sebagaimana dalam Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
untuk memiliki kekuatan spiritual agama, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat bangsa dan negara.
Perguruan tinggi merupakan salah satu bagian terpenting dalam dunia
pendidikan yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada
sisi lain pertumbuhan perguruan tinggi ini membuat para calon mahasiswa
memiliki alternatif dalam memilih sebuah perguruan tinggi, yaitu di antaranya
perguruan tinggi negeri atau pergurvan tinggi swasta yang berbasis Islam untuk
melanjutkan jenjang pendidikan setelah jenjang pendidikan menengah. Para calon
mahasiswa harus bisa mengambil keputusan untuk memilih Jenjang pendidikan
yang ingin mereka pilih dengan mempertimbangkan sebelumnya. Moerika (2008)
menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan
pencarian informasi, penilaian pertimbangan yang diikuti dengan proses
penyesuaian diri terhadap dampak dari keputusan tersebut, dan pemahaman

terhadap tujuan yang mendasari keputusan tersebut.




Pengambilan keputusan merupakan langkah nyata yang dilakukan

-t e

sescorang unfuk menetapkan suatu pilihan atan mempertimbangkan jenjang
pendidikan di perguruan tinggi, baik ity perguruan tinggi swasta, maupun
] perguruan tinggi negeri. (Hadi Kurnianto, 2016)

Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang mengembang dakwah
Amar Ma'ruf Nahi Mungkar yang bergerak di setiap lini sektor yang memiliki
banyak amal usaha yang bergerak di bidang sosial, dakwah, pemberdayaan
masyarakat termasuk salah satunya dalam bidang pendidikan melalui majelis
pendidikan tinggi (DIKTI) pimpinan pusat Muhammadiyah yang kemudian
menjadi perintis pendirian perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia.
Universitas Muhammadiyah Makassar atau dengan sebutan Unismuh
iMakassar merupakan amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang

: pendidikan yang didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari

niversitas Muhammadiyah Jakarta, Berdirinya perguruan tinggi ini adalah
realisasi dari hasil musyawarah wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan
Tenggara ke-21 di Kabupaten Bantaeng. Pendirian tersebut didukung olch
crsyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak di bidang
endidikan dan pengajaran dakwah Amar Ma ‘ruf Nahi Mungkar. Universitas

uhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai pergurnan tinggi swasta terdaftar

sejak 1 Oktober 1965.

1

Salah satu ciri yang melekat pada perguruan tinggi Muhammadiyah

ddalah adanya penanaman nilai-nilai ideologi Muhammadiyah dalam

pembelajaran, nilai-nilai ideologi inilah diharapkan mampu mengantarkan
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Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai perguruan tinggi Islam terkemuka.
Upaya maksimal untuk melahirkan kader-kader Muhammadiyah melalui proses
pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah termasuk juga Perguruan
Tinggi Muhammadiyah harus diupayakan melalui berbagai usaha terutama
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Civics) merupakan mata
pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan
tinggi. Sejak saat itu pula, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran,
selalu ada dalam kurikulum yang berlaku dan dalam Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional. Dalam dua Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
terakhir, yaitu UU No. 2 tahun 1989 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan selalu dinyatakan sebagai
program atau mata pelajaran yang harus ada pada setiap jenjang pendidikan, dari
sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.,

Kehadiran Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) pada masa
sekarang ini haruslah benar-benar dimaknai sebagai jalan yang diharapkan akan
mampu mengantar mahasiswa berkepribadian yang baik. Tentunya ekspektasi ini
harus disertai dengan tindakan nyata bangsa ini, khususnya kalangan Perguruan
[inggi, untuk mengapresiasi dan mengimplementasikan Pendidikan
Kewarganegaraan dalam dunia pendidikan.

Untuk mencapai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan seperti di atas,
dibutuhkan model dan strategi pembelajaran yang humanistik berdasarkan pada

asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi dan




karakteristik yang berbeda-beda. Mahasiswa diposisikan sebagai subjek,

sementara dosen diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog mahasiswa.

Materi disusun berdasarkan kebutuhan dasar mahasiswa, bersifat fleksibel,

dinamis dan fenomenologis sehingga materi tersebut bersifat kontekstual dan

relevan dengan tuntutan dan perubahan masyarakat,

Unismuh Makassar yang berbasis Al-Islam Kemuhammadiyahan,
mewajibkan kepada semua fakultas dan jurusan untuk mengimplementasikan
nilai-nilai ideologi Muhammadiyah pada setiap proses pembelajaran pada semua

mahasiswa sebagai upaya untuk membentuk kepribadian yang berkarakter dan

berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah.

Oleh karena itu, melalui nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah inilah

diharapkan sebagai salah satu wadah gerakan untuk mengedepankan nilai-nilai

Kepribadian Muhammadiyah dalam hal memperkuat karakter mahasiswa, baik
dalam hal proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Namun hal
ni harus juga ditopang oleh tenaga pendidik yang paham akan pengamalan nilai-
nilai Kemuhammadiyah pada proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
(PKn).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang
menjadi rumusan masalzah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengimplementasian Kepribadian Muhammadiyahan pada

proses pembelajaran PKn di Unismuh Makassar?




2. Apa hambatan yang dihadapi mahasiswa dan dosen terkait
pengimplementasian  Kepribadian ~Muhammadiyahan pada  proses
pembelajaran PKn di Unismuh Makassar?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kepribadian Muhammadiyahan pada

proses pembelajaran PKn di Unismuh Makassar.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi mahasiswa dan dosen dalam

pengimplementasian  Kepribadian Muhammadiyahan pada proses

pembelajaran PKn di Unismuh Makassar,

D.  Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya hasil penelitian dapat

berguna sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Diharapkan penelitian ini menjadi sumber informasi dalam menambah

khasanah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada jurusan Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan dan sebagai bahan acuan bagi peneliti

selanjutnya.

. Manfaat praktis

a. Diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan sekaligus mampu

memberikan stimulus untuk peneliti lain yang tertarik untuk meneliti
topik yang berkenaan dengan pembelajaran, khususnya nilai-nilai

kepribadian Muhammadiyah.




b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih
pengetahuan bagi masyarakat dan civitas akademik Unismuh Makassar
tentang  “Implementasi  Kepribadian Muhammadiyahan pada
pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan di  Universitas

Muhammadiyah Makassar”,
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Implementasi
Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan (Kamus Besar Bahasa

Indonesia, 2002). Kata implementasi bermuara pada pengertian suatu aktifitas

.| yaitu adanya reaksi atau tindakan mekanisme snatu sistem, implementasi bukan

suatu aktifitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-
sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
Sedangkan Pengertian Impelementasi Menurut Para Ahli sebagai berikut:
a. Menurut Browne dan Wildavsky
Dalam implementasi sederhana bisa berarti eksekusi atau aplikasi.
Browne dan Wildavsky (Usman, 2004) berpendapat bahwa
“implementasi adalah perluasan aktivitas menyesuaikan satu sama lain”.
b. Menurut Syukur dan Surmayadi
Syukur dan Surmayadi (2005: 79) mengemukakan ada tiga unsur
penting dalam proses implementasi, yaitu: (1) adanya program atan
kebijakan yang sedang dilaksanakan (2) kelompok sasaran, yaitu
kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan untuk
manfaat dari program, perubahan atau perbaikan elemen, baik untuk
organisasi atau individu yang bertanggung jawab untuk memperoleh

pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi.




—_— = -

¢. Menurut Nurdin Usman

Menurut Nurdin Usman dalam bukunya berjudul Konteks Berbasis
Implementasi Kurikulumnya menyatakan pendapatnya mengenai
implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut: “Implementasi diarahkan
untuk kegiatan, tindakan, tindakan atau mekanisme sistem Implementasi
tidak hanya aktivitas, tetapi kegiatan dan untuk mencapai tujuan dari

kegiatan yang direncanakan”. (Usman, 2002: 70).

. Menurut Hanifah Harsono

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yvang berjudul
Implementasi Kebijakan dan Politik menyatakan pendapatnya mengenai
implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:

Implementasi adalah proses untuk melaksanakan kebijakan
tersebut ke dalam tindakan kebijakan politik dalam pembangunan
kebijakan administrasi dalam rangka meningkatkan program.Pengertian-
pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara
pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem”.
(Harsono, 2020: 67)

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi
bukan sekadar akfivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan
dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma fertentu

untuk mencapai tujuan kegiatan.




Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi
oleh objek berikutnya. Dalam kenyataannya, implementasi merupakan proses
untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan
orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan,

Dalam konteks implementasi pendekatan-pendekatan vyang telah
dikemukakan di atas memberikan tekanan pada proses. Esensinya implementasi

adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide atau

. | gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk desain

(tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing
pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda.
2, Kepribadian Muhammadiyahan

Kepribadian Muhammadiyahan sebagaimana tercantum dalam Pedoman

: Hidup Islami Warga Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga

Muhammadiyah adalah seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada
Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga
Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari schingga tercermin
kepribadian Islami menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Selanjutnya, landasan dan sumber Pedoman Hidup Islami Warga
Muhammadiyah ialah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang merupakan
pengembangan dan pengayaan dari pemikiran-pemikiran formal (baku) dalam
Muhammadiyah seperti Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah
(MKCH), Muqgaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian

Muhammadiyah, Khittah Muhammadiyah (Rohmasyah: 2017), serta hasil-hasil
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Keputusan Majelis Tarjih.

Kemudian, kepentingan akan adanya pedoman yang dijadikan acuan bagi
segenap anggota Muhammadiyah sebagai penjabaran dan bagian dari Keyakinan
Hidup Islami dalam Muhammadiyah yang menjadi amanat Tanwir Jakarta 1992
yang lebih merupakan konsep filosofis dan seterusnya.

Terakhir, demi kualitas penelitian ini, fokus penelitian dikerucutkan lagi
pada bagian Kehidupan Islami Warga Muhammadiyah tentang Kepribadian

Muhammadiyah (Haedar Nashir, 2017) dengan point-point sebagai berikut:

Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan.
Memperbanyak kawan dan mengamalkan Ukhuwah Islamiyah.

Lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran Islam.

. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan,

Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan
falsafah negara yang sah.
Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh

teladan yang baik.

. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan

pembangunan, sesuai dengan ajaran Islam.

. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha

menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela

kepentingannya.
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i. Membantu pemeriniah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam
memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil
dan makmur yang diridhai Allah Swt.

J. Bersifat adil serta kolekiif ke dalam dan keluar dengan bijaksana.
3. Pembelajaran
Pembelajaran yang sering juga disebut dengan belajar mengajar, sebagai
terjemahan dari istilah “Instructional” terdiri dari dua kata, belajar dan mengajar.
Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada dir
seseorang. Hal ini sesuai dengan pendapat Woolfolk & Nicolich (1984: 159) yang
mengatakan bahwa perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan
dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuannya, kecakapan dan
kemampuannya, daya reaksinya, daya penerimaannya dan lain-lain aspek yang
ada pada individu (Nana Sujana, 2004 ).

Pembelajaran dikemukakan oleh Gagne (1977) yaitu pembelajaran adalah

seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung

beberapa proses belajar yang bersifat internal. Lebih lanjut, Gagne (1985)

mengemukakan teorinya lebih lengkap dengan mengatakan bahwa pembelajaran

dimaksudkan untuk menghasilkan belajar, situasi eksternal harus dirancang
sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses

internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar.
Di sisi lain pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan
pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks

pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi
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pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga
dapat memengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek
pisikomotorik) seorang peserta didik, namun proses pengajaran ini memberi kesan
hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja. Sedangkan
pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dengan peserta didik.
4. Pendidikan Kewarganegaraan
Menurut (Azra dalam ICCE, 2003) bahwa istilah Pendidikan Kewargaan
pada satu sisi identik dengan Pendidikan Kewarganegaraan. Namun di sisi lain,
istilah Pendidikan Kewargaan secara substantif tidak saja mendidik generasi muda
: menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibanannya dalam
konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang merupakan penekanan
dalam istilah Pendidikan Kewarganegaraan, melainkan juga membangun kesiapan
: warga negara menjadi warga dunia (Global Society). Dengan demikian, orientasi
Pendidikan Kewargaan secara substantif lebih ITuas cakupannya daripada
Pendidikan Kewarganegaraan.

Sejalan dengan itu, (Zamroni dalam ICCE, 2003) berpendapat bahwa
Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk

mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis,

melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi
adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga
masyarakat. Demokrasi adalah suatu Learning Process yang tidak dapat begitu

!
saja meniru dari masyarakat lain. Kelangsungan demokrasi tergantung pada

kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, Pendidikan
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Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan
dimana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang
‘| bersangkutan memiliki Poltical Knowledge, Awareness, Attitude, Political
Efficacy dan Political Participation serta kemampuan mengambil keputusan
politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa.
Menurut  Soedijarto  (dalam ICCE, 2003) mengartikan  Pendidikan

Kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang berfujuan untuk membantu

peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut
serta dalam membangun sistem politik yang demokratis.

[ Sementara itu, Pendidikan Kewarganegaraan keberadaanya secara yuridis
cukup kuat, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37 menyatakan bahwa kurikulum

pendidikan tinggi wajib memuat tentang Pendidikan Kewarganegaraan yang
bertujuan untuk membentuk peserta didik m;enjadi manusia yang memiliki rasa
kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan telah dituangkannya Pendidikan
Kewarganegaraan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ini berarti
bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat strategis
dalam pembentukan Nation and Character Building. Sebelum lahirnya Undang-
Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah

dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 dan No.

45/U/2002 tentang kurikulum pendidikan tinggi berbasis kompetensi (KBK), yang
lc'lliipertegas lagi dengan Keputusan Dirjen Dikti No.38/Dikti/Kep/2002 tentang

%ambu—rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan

|
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Tinggi. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) menekankan kejelasan hasil
didik sebagai seseorang yang kompeten dalam hal, yakni (1) menguasai
pengetahuan dan keterampilan tertentn, (2) menguasai penerapan ilmu
pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk kekaryaan, (3) menguasai sikap
berkarya, dan (4) menguasai hakikat dan kemampuan dalam berkehidupan
bermasyarakat dengan pilihan kekaryaan,

Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di perguruan tinggi
bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan
kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab
kemanusiaan. Dalam konteks mata kuliah pengembangan kepribadian kompetensi
yang dimaksud merupakan kemampuan dan kecakapan yang terukur setelah
mahasiswa mengikuti proses pembelajaran secara keselurhan yang meliputi

kemampuan akademik, sikap dan keterampilan. Dalam pembelajarannya minimal

mencapai kompetensi dasar atau yang sering disebut kompetensi minimal terdiri

atas tiga jenis, yaitu pertama, kecakapan dan kemampuan penguasaan

pengetahuan yang terkait dengan materi inti, Kedua, kecakapan dan kemampuan

sikap. Ketiga, kecakapan dan kemampuan mengartikulasikan keterampilan seperti

kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan
melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintahan.

Ketiga kompetensi tersebut diartikulasi oleh mahasiswa untuk
mengadakan pembelajaran (Transfer of Learning), pengalihan nilai (ZTransfer of

Value) dan pengalihan prinsip-prinsip (Transfer of Principles) pendidikan agama,
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pendidikan Pancasila, dan pendidikan Kewarganegaraan. Kemampuan
mendapatkan kepercayaan dari rakyat, kemampuan membangun kearifan diri (Self
Wisdom) dalam menggunakan kepercayaan yang diberikan masyarakat merupakan
tuntutan dasar kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian.

5. Landasan Teori ,

Dalam penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme strukiural yang

pencetusnya adalah Talcott Parson. Asumsi dasar dari teori Fungsionalisme

Struktural, salah satu paham atau perspektif yang memandang masyarakat sebagai

satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama

lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan

bagian yang lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan

menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan

perubahan pada bagian lainnya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas

model perkembangan sistem organisasi yang didapat dalam struktur biologis

manusia, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi dan

fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan

‘nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi

perbedaan-perbedaan schingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu

sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan

emikian masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama

O = NN

ain berhubungan dan saling ketergantungan.
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Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada
memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebugh sistem. Ada empat

persyaratan mutlak yang harus ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi.

Keempat persyaratan itu disebut AGIL (Adaption, Goal Attainment, Integration,
dan Latency). Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus
menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni:

a. Adaptasi (Adaptation); sebuah sistem harus menanggulangi situasi

eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan

lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu,

a b. Pencapaian tujuan (Goal Attainment).  sebuah sistem  harus
mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.

¢. Integrasi (Integration). sebuah sistem harus mengatur antar hubungan

‘ bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus
mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya,

d. Pemeliharaan pola (Latency): sebuah sistem harus melengkapi,
memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-
pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Sistem organisasi biologis dalam sistem tindakan berhubungan dengan

fungsi adaptasi yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah

lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi
pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan mengerahkan segala sumber

daya untuk mencapai tujuan-tujuan. Sistem berhubungan dengan fungsi integrasi

d?ngan mengontrol komponen pembentukan masyarakat. Akhirnya sistem
|

i
i
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kebudayaan berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur

yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai yang memotivasi mereka

dalam melakukan suatu tindakan,

Inti pemikiran Parsons ditemukan didalam empat sistem tindakan

ciptaanya. Dengan asumsi yang dibuat Parsons dalam sistem tindakannya,

berhadapan dengan masalah yang sangat diperhatikan parsons dan telah menjadi

sumber utama kritikan atas pemikirannya. Problem Hobbesian tentang keteraturan

yang dapat mencegah perang sosial semua lawan semua, menurut Parsons tak

dapat dijawab oleh filsuf kuno. Parsons menemukan jawaban problem didalam

fungsionalisme struktural dengan asumsi sebagai berikut,

a. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling
tergantung.

b. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau
keseimbangan.

c. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang
teratur.

d. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-
bagian lain.

e. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.

f. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang
diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistemn.

g. Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang

meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-
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bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang

berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem
dari dalam.

JU— amr ——

Masyarakat yang terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya
akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi

perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu

sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan
demikian masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama

lain berhubungan dan saling ketergantungan.

Kajian seorang sosiolog dalam melihat sesuatu, senantiasa berangkat dari
bawah, berdasarkan fakta-fakta di masyarakat dengan pendekatan, selalu

berdasarkan Social Affect (fakta di lapangan). Dengan demikian ketika akan

melihat bagaimana impelementasi nilai-nilai Kemuhammadiyahan dalam
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Mahasiswa Unismuh Makassar,
berdasarkan pendekatan sosiologis. Talcott Parsons, sebagai seorang sosiolog
yang termasuk tokoh utama aliran fungsionalisme struktural modern, telah berjasa
dalam memotret kondisi masyarakat dengan teori sistem sosial, adaptasi sosial,

idan tindakan sosial. Teori sosiologi tersebut dapat digunakan untuk memotret

iy

calitas sosial, dengan memahami secara objektif atas kondisi masyarakat, kajian
ini diharapkan mampu mencari solusi yang tepat dalam mengembangkan serta

menjawab berbagai permasalahan dalam persoalan saat ini.
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a. Sistem tindakan
Sistem tindakan merupakan sistem mengandaikan adanya kesatuan
antara bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Kesatuan
antara bagian itu pada umumnya mempunyai tujuan tertentu, dengan
kata lain, bagian itu membentuk satu kesatuan sistem demi tercapainya
tujuan atau maksud tertentu, teori Parsons mengenai tindakan meliputi

? empat sistem yaitu:

1) Sistem budaya, dalam sistem ini unit analisis yang paling dasar tentang
arti atau sistem simbolik (kepercayaan religius bahasa dan nilai).

’ 2) Sistem sosial, interaksi berdasarkan peran, interaksi tidak terbatas antar

| individu melainkan juga antara kelompok, institusi masyarakat,

organisasi internasional,

' 3) Sistem kepribadian, individu yang merupakan aktor atau pelaku,
manusia cenderung ingat dirinya sendiri ketimbang orang lain.

4) Sistem organisme, aspek biologis manusia sebagai satu sistem, kesatuan
dari sistem ini yang paling mendasar manusia dalam arti biologis,
dalam hal ini Parsons menyebutkan secara khusus menyebutkan sistem
syaraf dan kegiatan motorik.

Berdasarkan teori-teori sosiologi Parrons pendidikan sebagai wujud

Kebudayaan, menyangkut perilaku manusia dalam berinteraksi dengan masyarakat

dan lingkungannya sebagai sistem sosial, harus memenuhij beberapa hal, di

antaranya:
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a. Kegiatan pendidikan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi
serta situasi lingkungan pendidikan,

1 b. Aktivitas pendidikan harus memperhatikan institusi dan peralatan

|} yang diperlukan dalam rangka mobilisasi.

! c. Melakukan koordinasi dengan subsistem lain yang terkait dalam

i rangka mendukung terselenggaranya aktivitas.

d. Mempersiapkan konsep pendidikan yang berorientasi pada aspek

kesinambungan masyarakat berdasarkan fakta sosial.
Dari penjelasan di atas maka pendidikan dalam perspektif parsons secara
| sistemik harus dapat melahirkan pribadi manusia yang memiliki sistem budaya
dengan kekuatan iman (kepercayaan), pengetahuan, ketaatan norma dan
] komitmen terhadap nilai-nilai, Sistem budaya mampu memberikan kontrol

, terhadap sistem sosial dalam wujud institusi, pergaulan dan komunikasi. Sistem

Sosialnya mampu melahirkan sikap dan kepribadian yang menarik simpatik,
ibarengi dengan sistem perilaku yang terpuji, karena diwujudkan dalam
pergaulan sesuai dengan norma dan nilai-nilai akhlak yang baik.

Dalam perspektif fungsionalis ini suatu masyarakat dilihat sebagai suatu
jaringan kelompok yang bekerja sama secara terorganisir yang bekerja dalam
statu cara yang agak teratur menurut seperangkat peraturan dan nilai yang dianut
oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang

stabil dengan suatu kecenderungan ke arah keseimbangan. Sebagai para juru

bicara yang terkemuka, setiap kelompok atau lembaga melaksanakan tugas

tertentu dan terus-menerus karena hal itu fungsional.
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Talcott Parsons menganalisis masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Inti
dari svatu sistem adalah hubungan antara bagian yang membentuk satu
keseluruhan yaitu berupa organisme sosial. Karena organisme sosial merupakan
suatu sistem, maka bagian dari organisme sosial masyarakat tersebut berusaha
untuk menetralisir gangguan atau mempertahankan keseimbangan. Parsons
memperkenalkan dua konsep yang berkenaan dengan sistem sosial yaitu sebagai
berikut:
a. Konsep fungsi, yang mana dimengerti sebagai sumbangan kepada
keselamatan dan ketahanan sistem sosial.

b. Konsep pemeliharan keseimbangan, hal ini merupakan ciri utama dari

tiap sistem sosial.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Parsons melihat masyarakat
Sebagai suatn sistem yang mana tiap unsur saling mempengaruhi, saling
membutuhkan, dan bersama-sama membangun totalitas yang ada serta bertujuan

untuk mewujudkan keseimbangan.

Teori fungsional melihat manusia dalam masyarakat sebagai suatu sistem

/-]

osial ditandai oleh dua tipe kebutuhan dan duva jenis kecenderungan bertindak.
Demi kelanjutan hidupnya, manusia harus bertindak terhadap lingkungan, baik
dengan cara menyesuaikan diri pada lingkungan itu sendiri atau menguasai dan
mengendalikannya. Teori fungsionalisme memandang sumbangan agama terhadap
masyarakat dan kebudayaan berdasarkan atas karakteristik pentingnya, yakni

transendensi pengalaman sehari-harinya dalam lingkungan alam.
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Teori fungsional menumbuhkan perhatian pada sumbangan fungsional
agama yang diberikan terhadap sistem sosial. Agama dengan kedekatannya pada
suatu yang berada di luar jangkawan dan keyakinannya bahwa manusia
berkepentingan pada suatu pandangan realistis ini, kekecewaan dan frustasi yang
dibebankan oleh ketidakpastian dan ketidakmungkinan penerimaan dan
penyesuaian dengannya. Apalagi dengan melibatkan norma dan peraturan

masyarakat sebagai bagian dari fatanan etis supra-empiris yang lebih besar telah

ditetapkan dan disucikan oleh kepercayaan dan praktik beragama, maka agama

dalam hal ini telah mendorong penguatan pelaksanaanya.

Konsep Parsons dalam melihat masyarakat sebagai sistem interaksi
kolektif dan tingkat perilaku, merujuk pada persekutuan hidup (Social
!Community) dan ini dinilai sebagai inti sari struktur sosial yang fungsi utamanya
tadalah mengintegrasikan. Fungsi integratif ini setidaknya bisa ditunjukkan dalam
'dua hal: 1) Memberikan kriteria dan identitas keanggotaan dalam sistem social, 2)
Menciptakan norma sosial yang mengatur hubungan baik antar-individu maupun
antar subkolektif dalam sistem sosial yang membangun integrasi kehidupan
bermasyarakat,

6. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang biasa digunakan untuk
miencari persamaan dan perbedaan antara penelitian orang lain dengan penelitian
yang sedang kita buat ateu membandingkan penelitian yang satunya dengan yang

lamn, di sini saya akan memberikan contoh tentang penelitian yang relevan yang

terkait dengan pembahasan penelitian yang saya miliki.
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a. Syamsul Yazid (UMM, 2001), dalam tesisnya yang berjudul

“Implementasi Kurikulum Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di
Universitas Muhammadiyah Malang”, menyimpulkan bahwa pada
umumnya dosen Al-Islam dan Kemuhammadiyahan sudah
menerapkan secara konsisten isi kurikulum Al-lslam  dan
Kemuhammadiyahan 2001 dalam proses pembelajaran Al-Islam dan
Kemuhammadiyahan I, II dan III di UMM baik dari segi materi,
metode dan sistem evaluasi yang digunakan, Adapun perbedaan
penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Yazid dan penulis terletak

pada tempat penelitian dan variabel kajian.

. Jacky Rudianto (UMS, 2010), dalam skripsinya yang berjudul “Peran

Muhammadiyah dalam Pengembangan Pendidikan Islam di
Masyarakat (Pendekatan Sosiologis di Desa Playen Gunung Kidul)”,
menyimpulkan bahwa keberadaan Muhammadiyah di Desa Playen
mempunyai peranan penting terhadap pelaksanaan pendidikan Islam,
yaitu untuk berdakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan mengajak
masyarakat unfuk kembali kepada ajaran Islam yang benar
berdasarkan pada sumber pokok syariat Islam melalui kegiatan dari
majelis-majelis di Muhammadiyah. Muhammadiyah menjadi faktor
pendidikan yang paling pokok dalam pengembangan pendidikan Islam
baik formal dan non formal. Sehingga perbedaan yang didapatkan dari
penelitian penulis dengan skripsi yang telah dibuat oleh Jacky

Rudianto yaitu tesis ini lebih menekankan pada implementasi nilai-
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nilai pendidikan Muhammadiyah dari pada peran Muhammadiyah,
Selain itu, tempat yang digunakan dalam penelitian juga berbeda.

. Dewa Bagus Sanjaya (IKIP Negeri Singaraja, 2006) dalam tesisnya
yang betjudul “Pendidikan Kewarganegaraan di Pergurnan Tinggi dan
Global”, Ditinjau dari sudut yuridis, posisi dan keberadaan Pendidikan
Kewarganegaraan cukup kuat, sebagai mata kuliah yang wajib diikuti
oleh seluruh mahasiswa. Untuk memperkokoh kedudukan Pendidikan
Keawarganegaraan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh
Dewa Bagus Sanjaya dan penulis terletak pada tempat penelitian dan
variabel kajian,

. Buyamin Maftuh (UPI, 2008), dalam tesisnya yang berjudul
“Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Nasional melalui Pendidikan
Kewarganegaraan” menyimpulkan bahwa melalui Pendidikan
Kewarganegaraan diharapkan para siswa dapat menerima dan
mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dengan penuh
nalar dan. Adapun perbedaan penelitiaan yang di lakukn oleh Buyamin
Maftuh dan penulis terletak pada tempat penelitian dan variable kajian.

. Hadi Cahyono (Unismuh Ponorogo, 2019), dalam tesisnya yang
berjudul  “Penanaman nilai-nilai Kemuhammadiyahan berbasis
wawasan kebangsaan pada mahasiswa Program Studi PPKn Universitas
Ponorogo ™ menyimpulkan bahwa pada umumnya penanaman nilai-
nilai Kemuhammadiyahan berbasis wawasan kebangsaan secara garis

besar mampu dilakukan dalam kehidupan sehaari-hari namaun belum
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sepenuhnya tergsmbsr secara jelas dalam proses pembelajaran. Adapun
perbedaan penelitiaan yang dilakukn oleh Buyamin Maftuh dan penulis
terletak pada tempat penelitian dan variabel kajian.

B. Kerangka Pikir

Penyelenggaraan pendidikan yang mengarahkan kepada pendidikan nilai-
nilai Kemuhammadiyahan merupakan program yang ditetapkan oleh majelis

pendidikan tinggi pimpinan pusat Muhammadiyah yang mengharuskan kepada

iy i Sy e

seluruh mahasiswa dituntut untuk memahami dan diimplementasikan dalam
i rkehidupan baik dalam ruang lingkup kampus maupun dalam kehidupan sehari-
| hari,

| Penyelenggaraan  pendidikan ~Muhammadiyah diharapkan mampu
imengimplementasikan nilai-nilai Kemuhammadiyahan dalam semua mata

; pelajaran baik sekolah dasar sampai perguruan tinggi berkenaan dengan hal
‘tersebut Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan Islam mengedepankan nilai-
nilai yang diharapkan mampu memperkuat karakter seseorang dan memperkuat
nilai-nilai Islam. Seperti gerakan Islam, dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar, dan
gerakan tajdid. Dengan melaksanakan Dakwah Islam dan  Amar Ma ruf Nahi

Munkar guna terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dalam

kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini mampu di terapkan dengan baik apabila

adanya kerjasama antara pendidik dan terdidik pada proses pembelajaran dengan

baik guna pengimiementasian nilai-nilai Kemuhamadiyahan kususnya pada

pembelajaran PKn yang dimana diharapkan mampu mewujudkan generasi mudah
i

fang berkarakter dan berakhlak mulia.

i
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Pembelajaran PKn

¥ v
rlmplementasi Kepribadian
Muhammadiyah dalam

L pembelajaran PKn

Hambatan
pengimplementasian
Kepribadian Muhammadiyah
dalam pembelajaran PKm

Terbentuknya proses
pembelajaran sesuai dengan
Kepribadian
Kemuhamadiyah

Gambar 2.1 kerangka piker

C. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam proses penelitian, berikut akan

'dikemukakan beberapa konsep yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji

masalah-masalah  Implementasi  Kepribadian ~Muhammadiyahan pada
P

embelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah

Makassar berikut ini beberapa rumusan konsep-konsep tersebut:

1. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
Merupakan mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan dari
sekolah dasar sampai perguruan tinggi. PKn adalah mata kuliah yang
mengarah pada pembentukan kepribadian yang diharapkan dapat

mewujudkan pribadi yang memiliki karakter yang baik.
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2. Implementasi Kepribadian Muhammadiyah dalam pembelajaran PKn

Adalah bagaimana mengintegrasikan pembelaran PKn dengan
nilai-nilai kepribadian Muhammadiyah dalam proses pembelajaran.

3. Hambatan pengimplementasian Kepribadian Muhammadiyah dalam
pembelajaran PKn.

Hambatan ini mengarah pada pemahaman nilai-nilai Kepribadian
Muhammadiyah yang belum mampu di implentasikan secara maksimal
oleh dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran PKn.

4. Terbentuknya proses pembelajaran sesuai dengan Kepribadian
Muhammadiyah yaitu:
a) Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan,
b) Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam segala lapangan serta menjadi
contoh teladan yang baik.
¢) Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha
menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela

kepentingannya.




BABIII

METODE PENELITIAN
| A Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif Penelitian kualitatif
yaitu penelitian dengan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terkait
[ dengan objek yang diteliti demi memberi informasi dan data yang valid terkait
dengan fakta dan fenomena yang ada di lapangan.
Menurut Lexy J. Moleong dalam penelitian kualitatif, peneliti atau dengan
bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data. Hal ini dikarenakan orang-
orang bisa sebagai instrumen yang sangat luwes dapat menilai keadaan dan
mengambil keputusan. Selain itu hanya manusia sajalah yang dapat berhubungan
dengan responden atau objek lainnya dan hanya manusia yang mampu memahami
kaitannya dengan kenyataan di lapangan.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan
Sultan Alauddin No 259, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan yaitu 11 Januari - 07 Februari

2020.

28
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C. Informan Penelitian

Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan secara acak berdasarkan

kriteria tertentu untuk mendapakan data yang dibutuhkan. Adapun pemilihan

informan dikhususkan pada FKIP Jurusan PPKn, yaitu sebagai berikut:

I. Wakil Dekan IV  FKIP Unismuh  Makassar (Bidang

i Kemuhammadiyahan),

2. Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Unismuh Makassar pada Prodi

| PPKn 5 dosen.

3. Mahasiswa Jurusan PPKn Unismuh Makassar 10 orang.

i D, Sumber Data

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para
informan yakni: Mahasiswa PPKn, dosen PPKn, dan wakil dekan IV

g FKIP Unismuh Makassar.

2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui informasi
tertulis, dan dokumentasi serta dari jurnal dan buku yang mempunyai
hubungan dengan masalah yang akan dibahas.

E. Instrumen penelitian.

Adapun instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah

cbagai berikut:

tn

1. Lembar Observasi
Berisi catatan-catatan yang diperoleh penelitian pada saat melakukan

pengamatan langsung di lapangan. Adapun yang peneliti observasi
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dalam penelitian ini adalah guru dan mahasiswa prodi PPKn Unismuh
Makassar

2. Pedoman Wawancara
Adalah pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti untuk
mendapatkan data yang terkait dengan penelitian sehingga data yang
dikumpulkan bersifat valid/sahih,

3. Alat/bahan dokementasi

Seperti alat perekam, kamera serta alat catatan (pulpen dan buku).

1 08 Teknik Pengumpulan Data

A

di

1.

Pada tahap pengumpulan, data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan

+data yang digunakan untuk mendapatkan data primer (data yang diperoleh
langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh tidak langsung

dari sumbernya) dengan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Observasi.

Observasi merupakan langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk

mendapatkan  gambaran  konkrit mengenai. Implementasi  nilai-nilai

Kemuhammadiyahan pada pembelajaran Universitas Muhammadiyah Makassar.

da beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan yang

manfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln

(dalam Moleong, 2005:174-175) yaitu:

a. Teknik pengambilan ini didasarkan atas pengamatan secara langsung
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b. Teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati
sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang

i terjadi pada keadaan yang sebenarnya.

, c. Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi
yang berkaitan dengan pengetahuan proposisional maupun pengetahuan
yang langsung diperoleh dari data.

’: Observasi merupakan bagian dari teknik pengumpulan data di mana
' Imahasiwa menjadi objek dalam penelitian dan dalam penelitian tersebut akan

dicapai apa menjadi pokok permasalahan yakni mengetahui apa penyebab

R

lerjadinya degradasi fungsi pendidikan serta memahami bentuk degradasi fungsi

dari pendidikan kontemporer.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer dari para pihak yang dijadikan informan

penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahuly

bedoman Wawancara, Pedoman wawancara tersebut berisi pokok-pokok

pertanyaan terbuka untuk diajukan kepada para informan penelitian, Secara garis

besar ada dua macam pedoman wawancara, yaitu:

a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang
hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dalam hal ini perlu
adanya kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan pedoman

wawancara model ini sangat tergantung pada pewawancara.
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b. Pedoman pewawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang
disusun secara terperinci sehingga menyerupai checklist. Pewawancara
hanya tinggal memberi tanda v (check).

Dalam pelaksanaan penelitian dilapangan, wawancara biasanya
dilaksanakan dalam bentuk “semi structured”. Dimana interviwer
menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu
persatu diperdalam dalam menggali keterangan lebih lanjut. Dengan
model wawancara seperti ini, maka semua variabel yang ingin digali
dalam penelitian akan dapat diperoleh secara lengkap dan mendalam.

3, Dokumentasi

Mengumpulkan bahan atau dokumen yang ada berkaitan dengan proses

.pembelajaran nilai-nilai Kemuhammadiyahan,

(. Teknik Analisis Data
' Dalam teknik analisis ini, peneliti menggunakan teknik analisis data
deskriptif kualitatif.

[y

Pengumpulan data

Data dikumpulkan oleh peneliti berupa data dari hasil wawancara, observasi,

dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek,
yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang berisi

tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri oleh

Eeneliti (Miles dan Huberman). Pengamatan juga mencakup data-data lainnya

baik itu data verbal maupun non verbal dari penelitian inj.
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2. Reduksi data

Menurut Miles dan Huberman reduksi data merupakan proses
pemilihan/penyederhanaan data-data yang diperoleh baik itu dari hasil
wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang didasarkan atas fokus
permasalahan. Terdapat data yang penting dan data yang tidak digunakan setelah

melalui proses pemilihan data. Kemudian data diolah dan disajikan dengan bahasa

' maupun tulisan yang lebih ilmiah dan lebih bermakna.

3. Penyajian data

Adalah proses penampilan data dari semua hasil penelitian dalam bentuk
paparan naratif representatif tabular termasuk dalam format matriks, grafis dan
sebagainya, yang nantinya dapat mempermudah peneliti dalam melihat gambaran
hasil penelitian karena dari banyaknya data dan informasi tersebut peneliti
kesulitan dalam pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian ini (Usman, 2009;
85). Data-data yang diperoleh disajikan dalam format yang lebih sederhana
sehingga peneliti mudah dalam menganalisisnya dan membuat tindakan
berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyajian data-data tersebut,

4 Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data
kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk
mengambil tindakan.

Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut

Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami




34

perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya.

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh
‘ bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan

yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat

o e e amvm———

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga
 fidak. Mengapa bisa demikian? Karena seperti telah dikemukakan di atas bahwa

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat

R

sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan,

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya
jI:f:lum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek
yang sebelumnya masih remang-remang atan bahkan gelap, sehingga setelah

diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau

interaktif, maupun hipotesis atau teori.




BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A, Gambaran lokasi penelitian

Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 19 Juni 1963
sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendirian perguruan
l tinggi ini adalah realisasi dari hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah
i Sulawesi  Selatan dan  Tenggara ke-21  di Kabupaten  Bantaeng.
; Pendirian tersebut didukung oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai
organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran dakwah Amar
llMa ‘ruf Nahi Munkar, lewat surat nomor : E-6/098/1963 tertanggal 22 Jumadil

akhir 1394 H/12 Juli 1963 M. Kemudian akte pendiriannya dibuat oleh notaries

=3

. Sinojo Wongsowidjojo berdasarkan akta notaries nomor - 71 tanggal 19 Juni
;1963.

| Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai perguruan
tinggi swasta terdaftar sejak 1 Okfober 1965. Universitas Muhammadiyah
Makassar (Unismul Makassar) sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah

(BTM) mengemban tugas dan peran yang sangat besar bagi agama, bangsa dan

negara, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Selain posisinya sebagai
salah satu PTM/PTS di Kawasan Timur Indonesia yang tergolong besar, juga
padanya tertanam kultur pendidikan yang diwariskan sebagai amal usaha
Muhammadiyah. Nama Muhammadiyah yang terintegrasi dengan nama Makassar

memberikan harapan terpadunya budaya, keilmuan dan nafas keagamaan.
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Pada awal berdirinya, Universitas Muhammadiyah Makassar membina dua
fakultas yakni Fakultas Keguruan dan Semi Jurusan Bahasa Indonesia, dan
Fakultas Keguruan dan Tlmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Umum (PU), dan
Pendidikan Sosial (PS) yang dipimpiﬁ oleh rektor Dr. H. Sudan. Pada tahun yang
sama (1963) Universitas Muhammadiyah Makassar telah berdiri sendiri dan
dipimpin oleh rektor Drs. H. Abdul Watif Masri.Perkembangan berikutnya
Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 1965 membuka fakultas baru
yaitu: Fakultas Ilmu Agama dan Dakwah (FIAD), Fakultas Ekonomi (Fekon),
Fakultas Sosial Politik, Fakultas Kesejahteraan Sosial, dan Akademi Pertanian.
Selanjutnya tahun 1987 membuka Fakultas Teknik, tahun 1994 Fakultas
, Pertanian, tahun 2002 membuka Program Pascasatjana, dan tahun 2008 membuka

\Fakultas Kedokteran, dan sampai saat ini, Universitas Muhammadiyah Makassar

telah memiliki 7 Fakultas 34 Program Studi dan Program Pascasarjana yang telah

-

crkareditasi BAN-PT.

Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2003 mengalami
tahapan transisi sejarah perkembangan, berupa perubahan formasi kepemimpinan
dengan bergabungnya generasi muda dan generasi tua. Pimpinan dan seluruh
civitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar bertekad untuk
memelihara hasil capaian para pendahulu dan mengembangkannya kepada
capaian yang lebih baik, serta berkomitmen: (1) memelihara kepercayaan
masyarakat, (2) mencapai keunggulan dalam kompetisi yang semakin ketat, dan

(3) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri. Dari ke
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tiga komitmen tersebut diharapkan dapat mengantar Universitas Muhammadiyah
Makassar untuk menjadi Perguruan Tinggi Islam terkemuka.

Universitas Muhammadiyah Makassar yang tergolong sebagai salah satu
i Perguruan Tinggi Swasta terbesar di Kawasan Timur Indonesai, terus berbenah
diri untuk memberikan kualitas akademik yang lebih baik kepada masyarakat.
Letaknya yang strategis di bagian Selatan Kota Makassar menyebabkan Unismuh

Makassar mudah dicapai dari berbagai arah dan sarana angkutan. Ketersediaan

i
I

|

I: sarana dan prasarana yang cukup memadai sebagai penunjang keberhasilan dari
:' peluruh proses akademik, dan adanya usaha yang serius pencapaian visi dan
Enisinya, serta adanya tekad yang bulat untuk mengembangkan Unismuh
EMakassar ke depan sebagai kampus yang bermuansa islami menyebabkan
Universitas Muhammadiyah Makassar semakin banyak dilirik dan digemari oleh

banyak kalangan, khususnya oleh para siswa yang akan melanjutkan

pendidikannya ke tingkat universitas. Ini terbukti, melonjaknya angka pendaftar di
setiap tahun penerimaan mahasiswa baru.

B. Hasil Penelitian

1.1 Pengimplementasi  Kepribadian Muhammadiyahan dalam

pembelajaran PKn di Unismuh Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti laksanakan di Universitas

Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No 259, Kota Makassar,

; Provinsi Sulawesi Selatan dimulai sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan

11 Maret 2020. Dalam penelitian ini seperti yang dijelaskan pada bagian metode
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penelitian yang mencakup kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi,
berikut ini peneliti akan memaparkan secara jelas.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil subjek beberapa orang
diantaranya dosen Prodi. PPKn FKIP Unismuh Makassar Mahasiswa Prodi. PPKn
Unismuh Makassar dan Wakil Dekan IV bidang Kemuhammadiyahan FKIP
lUm'smuh Makassar. Penentuan subjek dalam penelitian kualitatif, peneliti
memilih orang terfentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang

diperlukan dan selanjutnya berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari

Ssubjek. Sebelum itu peneliti dapat menetapkan informan lainnya yang

ldipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. Peneliti melakukan
iobservasi dan wawancara pada dosen Prodi. PPKn, mahasiswa, dan wakil dekan
1V bidang Kemuhammadiyah FKIP Unismuh Makassar yang dapat memberikan
informasi yang dibutuhkan peneliti.

Salah satu ciri yang melekat pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah
(PTM) adalah adanya penanaman nilai-nilai ideologi Muhammadiyah dalam

pembelajaran, nilai-nilai ideologi yang diharapkan mampu mengantarkan

Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai perguruan tinggi Islam terkemuka.
Ur;ya maksimal untuk melahirkan kader-kader Muhammadiyah melalui proses
pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah termasuk juga Perguruan
Tinggi Muhammadiyah harus diupayakan melalui berbagai usaha terutama

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
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a) Bidang Kemuhammadiyahan FKIP Unismuh Makassar

Hal ini diperkuat keterangan informan SPS sebagai salah satu yang
menaungi bidang Kemuvhammadiyahan di perguruan tinggi Unismuh
Makassar:

“Melalui pemahaman Kepribadian Muhammadiyahan yang wajib ada dalam
proses pembelajaran di semua program studi, hal ini diharapkan mampu
mengarahkan mahasiswa dalam pembentukan sikap dan nilai moral yang baik
dalam kaitanya proses pembelajaran PKn sehingga karakter keagamaan yang
kuat didalam jiwa mahasiswa senantiasa mampu dilaksanakan dengan baik
schingga nilai-nilai Kemuhammadiyahan yang kaitanya dengan nilai-nilai
Kepribadian Muhammadiyah mampu diwujudkan dalam hal ketertiban
beribadah (Shalat, Puasa) dan akhlak yang baik yang semuanya ini tidak
terlepas dari kerja-kerja kolektif kolegial antara semmua lapisan baik dosen
maupun lembaga Al-Islam Kemuhammadiyahan di Unismuh Makassar, namun
disamping itupulah saya percaya bahwa tidak semua dosen yang ada di fakultas
ini memahami betul ideologi gerakan persyarikatan sebagai ruh organisasi maka
kami pun selaku pimpinan tetap melakukan pembinaan dan Imanajemen
penegelolaan yang baik contohnya dosen yang baru terangkat, akan segerah
mengikuti Baitul Argam dosen, mehasiswa yang baru masuk harus mengikuti
Darul Argam Dasar, melaksanakan program Gerakan Jama’ah dan Dakwah
Jama’ah secara baik serta mengadakan pengajian atau kajian.” (Hasil
wawancara 17 Januari 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang diutarakan oleh informan diatas
yaitu mengenai pengimplementasian Kepribadian Muhammadiyahan
pada proses pembelajaran di semua proses pembelajaran di Perguruan
Tinggi Muhammadiyah, yang harus di pahami semua elemen kampus
baik dosen maupun mahasiswa bahwa diwajibkan semua mata pelajaran
di Perguruan Tinggi Muhammadiyah menanamkan nilai-nilai
Kemuhammadiyahan khususnya Universitas Muhammadiyah Makassar,

yang berada dalam naungan persyarikatan Muhammadiyah seperti yang

diutarakan oleh SPS bahwa dengan adanya pemahaman nilai-nilai

Kemuhammadiyahan yang utuh oleh dosen dan mahasiswa maka
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tentunya cita-cita Persyarikatan Muhammadiyah minimal dalam hal
penguatan ruh Muhammadiyah dalam hal gerakan dakwah mampu
aplikasikan baik dalam sikap maupun nilai yang diaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari apalagi kaitanya dengan mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan yang mengedepankan moralitas, tentunya sangat
menunjang ketercapaian tujuan persyarikatan dalam bidang pendidikan,
namun yang tentu menjadi perhatian yakni beberapa dosen yang
mengajar kurang memahami nilai-nilai Kemuhammadiyahan khususnya
nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah yang tentunya akan berpengaruh
pada pencapaian dari 3 nilai-nilai dasar Kepribadian Muhammadiyah
yaitu spiritual, akhlak, dan nasionalisme, sehingga pembinaan dan
pengajian baik pada dosen maupun mahasiswa senantiasa harus
dimasitfkan guna memberikan pemahaman tentang  ideologi

Muhammadiyah.

. b) Dosen Prodi. PPKn FKIP Unismuh Makassar

Berikut keterangan informan R selaku dosen Prodi. PPKn Unismuh
makassar, menyatakan:

“Menurut saya implementasi nilai-nilai Kemuhammaiyahan di Perguruan
Tinggi Muhammadiyah khususnya Kepribadian Muhammadiyah yang
bersifat keagamaan, tentunya harus kita implementasikan dalam semua
proses perkuliahan khususnya dalam semua mata kuliah pada
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan seperti nilai keagamaan,
moral, identitas, nasionalisme, integritas, dan penguatan jati diri
berdasarkan nilai-nilai pancasila, semuanya ini harus dipahami baik
mahasiswa maupun dosen, meskipun saya harus menyampaiakn secara
nyata bahwa saya pribadi bukan beratar belakang Muhammadiyah namun
nilai-nilai kewarganegaraan mampu saya elaborasikan dengan nilai-nilai
Kepribadian Muhammadiyah secara umum seperi saling menghargai,
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berpakaian yang sopan dan sesuai aturan agama”. (Hasil Wawancara 23
Januari 2020).

Hal yang serupa yang disampaikan oleh AS selaku dosen Prodi.
PPKn Unismuh makassar, menyatakan:

“Berbicara mengenai implementasi Kepribadian Muhaammadiyah, saya
harus sampaikan bahwa saya tidak memilili kapasitas yang memadai
untuk hal tersebut, hal ini dikarenakan pemahaman saya yang minim
tentang kepribadian Muhammadiyahan, namun selaku dosen yang
berlatar belakang Pendidikan Kewarganegaraan, saya kira nilai-nilai
keribadian Muhammadiyah adalah nilai-nilai Islam yang mengajarkan
sopan santun, adab dan moralitas.” (Hasil Wawancara 27 Maret 2020).

Selanjutnya informan NH selaku dosen Prodi. PPKn Unismuh
Makassar, menyatakan:

“Berkenaan hal tersebut saya kira implementasi  nilai-nilai
Kemuhammadiyahan sangat penting kaitanya dengan pembelajaran PKn
karena nilai-nilai moral yang ada pada pembelajaran PKn mampu
dikaitan dengan nilai-nilai Kumuhammadiyahan seperti menjaga
persatuan dan nilai-nilai keagamaan”. (Hasil Wawancara 15 Januar
2020).

Selanjutnya informan IAM selaku dosen Prodi. PPKn Unismuh
makassar, menyatakan:

“Pada proses pembelajaran tentu, biasanya dosen memiliki metode
masing-masing untuk mengajar, saya sendidri mungkin agak berbeda
metode dengan dosen yang lainya yakni saya pakai metode pembelajaran
mandiri yang dimana hal tersebut bertujuan supaya mahasiswa mampu
berpiki secara ideal dan menjauhi sifat malas sebagaimana dalam hal
penguatan nilai-nilai moral dan etika dalam mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan, mengenai implementasi nilai-nilai
Kemuhammadiyahan dalam proses pembelajaran saya pikir hal yang
saya lakukan ini sudah bagian dari nilai-nilai Kemuhammadiyahan dalam
kepribadian Muhammadiyah secara umum, meskipun secara teks saya
tidak hafal betul.” (Hasil Wawancara 15 Januari 2020).

Jadi hal yang diutarakan oleh empat informan di atas menandakan

bahwa kehadiran mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada masa
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sekarang ini harus benar-benar dimaknai sebagai jalan yang diharapkan
akan mampu mengantarkan mahasiswa memiliki kepribadian yang baik
sesuai dengan nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah antara lain akhlak,
moralitas dan senantiasa mengedepankan persaudaraan. Tentunya hal ini
harus disertai dengan tindakan seperti penanaman nilai Islam yang baik
dalam proses pembelajaran PKn yang dimana sesuai yang di sampaikan
informan R yakni mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan harus
mampu mengimplementasikan nilai-nilai integritas, etika, moral,
identitas nasional, dan penguatan jati diri berdasarkan nilai-nilai
Pancasila. Sebagai bentuk pengimplementasian nilai-nilai Kepribadian
Muhammadiyah, tentunya hal tersebut menjadi salah satu dari tujuan
gerakan dakwah Muhammadiyah dalam rana pendidikan dan keagamaan,
disamping itu, meskipun nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah ini
belum mampu di implementasikan secara menyeluruh baik dosen
maupun mahasiswa seperti yang di utarakan informan IAM yaitu dalam
ranah pengaplikasian nilai-nilai Kepribadian Muahammadiyah belum
mampu di laksanakan secara maksimal, namun hal inilah yang menjadi
tugas kita bersama dalam hal belajar dan terus belajar.
¢} Mahasiswa Prodi. PPKn FKIP Unismuh Makassar

Berikut ketrangan yang disampikan Z selaku mahasiswa Prodi

PPKn nngkatan 2018, menyatakan:

“Berkenaan hal tersebut saya kira baru sebahagian dosen mampu
menanamkan nilai-nilai Kemuhammadiyahan dalam proses pembelajaran
PKn sebagaimana ketika proses perkuliahan dimulai sebahagian dosen
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sudah mampu menerapkan nilai-nilai Kemuhammadiyah dengan baik
terkhususnya nilai-nilai keislaman contohnya membuka dengan salam
dan nilai-nilai akhlak yang baik namun dilain hal adzan shalat dhuhur
berkumandang masih ada sebahagian dosen yang muasih melanjutkan
proses perkuliahan hal ini mungkin yang perlu diperhatikan selaku
kampus yang berlebel Islam.” (Hasil Wawancara 21 Januari 2020).

Selanjutnya hal disampikan informan AA selaku mahasiswa

Prodi PPKn Angkatan 2019, menyatakan;

“Kalau kita sinkronisasikan antara pembelajaran PKn dan nilai-
nilai Kemuhammadiyahan hal ini sangat terikat karena tolak ukur dari
pembelajaran  PKn  yakni etika/moral  begitupun  nilai-nilai
Kemuhammadiyahan yang saya ketahui melalvi Darul Argam Dasar hal
ini sangat singkron dengan pembelajaran PKn karena nilai-nilai
Kemuhammadiyahan jugan lebih menekankan kepada moral, etika, dan
tentunya spirutul seperti shalat olehnya itu singkronisasi antara mata
pelajaran PKn dan nilai-nilai Kemuhammadiyahan sangat berkaitan erat
sebagai wujud nyata dalam lingkup proses pembelajaran ketika Adzan
berkumandang kita di harapkan oleh dosen berhenti sejenak maka saya
rasa hal inlah yang menjadi sala-satu tolak ukur bahwa nilai-nilai
Kemuhammadiyahan dan mata kulizh PKn sangat singkron.” (Hasil
Wawancara 11 Januari 2020)

Selanjutnya informan T selaku mahasiswa Prodi. PPKn

angkatan 2017, menyatakan:

“Menurnt saya sesuai pertanyaan saudara, sesuai pengamatan saya
belum sepenuhnya dosen PKn mampu mengimplementasikan nilai-nilai
Kemuhammadiyahan dalam proses pembelajaran PKn hal ini mampu
saya lihat ketika dosen masuk dan kemudian membuka mata kulia masih
ada dosen yang lagsung membuka secara umum tanpa memberika salam
yang dimana saya kira hal tersebut juga idek mencermingkan perbuatan
yang baik,” (Hasil Wawancara 21 Januari 2020).

Dari hasil wawancara 3 informan di atas, peneliti menemukan
bahwa Unismuh Makassar yang berbasis Al-Islam Kemuhammadiyahan,
mewajibkan  kepada semua fakultas dan  jurusan  untuk
mengimplementasikan milai-nilai ideologi Muhammadiyah khususnya

nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah pada setiap proses pembelajaran




B k ——————— -

44

pada semua dosen dan mahasiswa sebagai upaya untuk membentuk
kepribadian yang berkarakter dan berakhlak mulia berdasarkan nilaj-nilai
Kepribadian Muhammadiyah seperti nilaj-nilai keagamaan dan
kemasyarakatan,gerakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar serta sifat
kerjasama, namun sesuai yang di sampaikan DAB yakni dalam rana
pengaplikasian nilai-nilai Keperibadian Muhammadiyah saya kira dalam
rana keagamaan belum mampu di laksanakan secara maksimal salah satu
contohnya masih ada sebagian dosen ketika adzan sudah berkumandang
di masjid kampus proses pembelajaran masih di laksanakan, tentunya hal

ini menjadi perhatian besar kita selaku mahasiswa Islam,

1.2 Hambatan yang dihadapi terkait pengimplementasian Kepribadian
Mubhammadiyahan di lapangan pada proses pembelajaran PKn di

Unismuh Makassar.

a) Bidang Kemuhammadiyahan FKIP Unismuh Makassar
Berikut keterangan dari SPS sebagai salah satu yang menaungi

bidang Kemuhahammadiyahan di perguruan tinggi Unismuh Makassar:

“Betbicara mengenai hambatan dosen dan mahsiswa dalam hal
penanaman nilai-nilai Kemuhammadiyahan dalam proses pembelajaran
PKn, sebagian besar ada pada latar belakangnya, yakni sebagian dosen dan
mahasiswa bukan berasal dari kader Muhammadiyah sehingga
internalisasi nilai-nilai Kepribadian Kemuhammadiyahan (Bersifat
Keagamaan, Kemasyarakatab, dmar Ma'ruf Nahi Mungkar, dan
nasionalisme), belum mampu di amalkan sesuai twjuan  dasar
Muhammadiyah karena sala-satu kendalanya utamnya ada pada latar
belakang dosen yang Prodi PPKn yang bukan berasal dari Muhammadiyah
sehingga nilai-nilai ideologi seperti kemampuan dosen memahami tujuan
Muhammadiyah sehingga  pengimplementasian pada saat proses
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pembelajaran masih susah karena dosen saja belum paham. Olehnya itu
untuk mewujudkan hal tersebut di bentuklah lembaga Pengawal
pelaksanaan AL Islam Kemuhammadiyahan di perguruan tinggi Unismuh
Makassar sebagai lembaga yang mengawal sejauh mana implementasi
nilai-nilai Kemuhammadiyahan di perguruan tinggi.”

Menurut beliau sebetulnya yang menjadi hambatan implementasi
nilai-nilai Kemuhammadiyahan di perguruan tinggi sesuai nilai-nilai
Kepribadian Muhammadiyah ada pada kemampuan dosen dan mahasiswa
yang belum mampu memahami nilai-nilai Kemuhammadiyahan secara
utuh dan berlanjut sehingga kendalanya ada pada diri dosen yang belum
memahami tujuan Muhammadiyah. Olehnya itu salah satu gerakan yang di
buat wniversitas yakni GIDJ (Gerakan Jama’ah dan Dakwah Jama’ah)
sebagai wadah yang mampu mewadahi mahsiswa dalam hal pemahaman
akan gerakan Persyarikatan Muhammadiyah di samping Darul Argam
Dasar bagi semua mahasiswa serta Baitul Arqam bagi dosen-dosen yang

ingin mengabdi di kampus Muhammadiyah secara legal.

b) Dosen Prodi. PPKn FKIP Unismuh Makassar
Berikut keterangan dari R sebagai salah satu dosen PKn FKIP

Unismuh Makassar:

““Berkenaan hal tersebut saya kira implementasi  nilai-nilai
Kemuhammadiyahan belum bisa kita yakini secara umum penerapanya
dalam proses pembelajaran hal ini pun saya rasakan sebagai dosen bahwa
saya bukan berlatar belakan Muhammadiyah namun saya berlatar belakan
organisasi lain namun hal ini tidak menjadi beban dalam hal usaha saya
mengamalkan nilai-nilai Kemuhammadiyahan dalam proses pembelajaran
meskipun masih tahap yang sederhana seperti dalam hal penghargaan
terhadap nilai-nilai nasionalisme yang dimana hal ini juga berusaha di
amalkan oleh persyarikatan Muhammadiyah”. (Hasil Wawancara 25 Januari
2020).
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Selanjutnya informan AS selaku dosen Prodi PPKn menyatakan:

“Berkenaan hal tersebut saya kira implementasi nilai-nilai Kemuhammadiyahan
belum bias kita yakini secara umum penerapanya dalam proses pembelajaran hal
ini pun saya rasakan sebagai dosen bahwa saya bukan berlatar belakang
Muhammadiysh namun yang saya tahu yakni hanya secara umnm bahwa nilai-nilai
ini adalah sama halnya dengan nilia-nilai-nilai Islam secara umum yang
mengajarkan tentang kebaikan”, (Hasil Wawancara 27 Maret 2020).

Dari hasil wawancara tiga informan diatas peneliti menemukan
bahwa nilai-nilai Kepribadian Kemuhammadiyahan pada proses
pembelajaran PKn belum mampun di aplikasikan secara utuh khususnya
dalam proses pembelajaran hal ini di karenakan adanya dosen yang bukan
dari Jatar belakang organisasi Muhammadiyah, yang dimana hal inilah salah
satu alasan mendasar ketika nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah seperti
nilai-nilai gerakan keagamaaan, akhlak dan nilai nasionalisme belum
mampu di implementasikan , sebagaimana yang di sampaikan R bahwa
beliau jujur bukan berlatar belakang Muhammadiyah schingga
mengaplikasikan gerakan Keagamaan Muhammadiyah secara teks belum
mampu di aplikasikan secara utuh dalam proses pembelajaran mata kuliah
Pendidikan Kewarganegaraan.
¢) Mahasiswa Prodi. PPKn FKIP Unismuh Makassar

Berikut keterangan yang disampaikan oleh informan NMA selaku

Mahasiswa Prodi PPKn Angkatan 2017, menyatakan:

“Saya berpikir bahwa hambatan penanaman nila-nilai Kemuhammadiyahan
yakni sebahagian dosen ketika mengajar hanya fokus pada mata kuliah yang
di ajarkan saja  schingga kewajiban  menanamkan nilai-nilai
Kemuhammadiyahan khususnya nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah
terabaikan hal inipulah dikrenakan atas dasar ingin menghabiskan materi
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schinnga implementasi nilai-nilai Kemuhammadiyahan kurang nampak.”
(Hasil Wawancara 13 Januari 2020).
Selanjutnya hal yang yang serupa disampaikan oleh informan NA

selaku Mahasiswa Prodi PPKn Angkatan 2015, menyatakan;

“Berkenaan hal tersebut saya menyakini betul bahwa tidak semua dosen
mampu menanamkan nilai-nilai Kemuhammadiyahan pada pembelajaran
PKn karena hal ini dibenturkan oleh tujuan pembelajaran  yang kurang
singkron dengan nilai-nilai Kemuhammadiyahan sehingga menanamkan
nilai-nilai Kemuhammadiyahan agak susah seperti mata kuliah hukum”,
(Hasil Wawancara 21 Januari 2020).

Selanjutnya informan T selaku Mahasiswa Prodi. PPKn Angkatan

2018, menyatakan:

“Menurut saya sesuai pertanyaan saudara, sesuai pengamatan saya belum
sepenuhnya dosen PKn mampu mengimplementasikan  nilai-nilai
Kemuhammadiyahan dalam proses pembelajaran PKn hal ini mampu saya
lihat ketika dosen masuk dan kemudian membuka mata kuliah masih ada
dosen yang langsung membuka secara umum tanpa memberika salam yang
dimana saya kira hal tersebut juga tidak mencerminkan perbuatan yang
baik”™. (Hasil Wawancara 21 Januari 2020). -
Dari hasil wawancara 3 informan di atas peneliti menyimpulkan
bahwa nilai-nilai Kemuhammadiyahan pada proses pembelajaran PKn
tentunya wajib diimplementasikan dalam proses pembelajaran karena kita
dinaungi oleh organisasi Muhammadiyah di lain sisi nilai-nilaj yang
terkandung dalam Kepribadian Muhammadiyah adalah nilai-nilai yang
sangat sinkron dengan nilai etika dan moral sebagai salah satu tujuan mata
kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Hal ini disampaikan pula oleh salah

satu informan T dan sejalan dengan informasi dari NA bahwa kita perlu

memahami ada beberapa mata kuliah PKn yang kurang sinkron dengan
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nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah sehingga menjadi hambatan dalam
mengimplementasikan nilai-nilai kepribadian Muhammadiyah seperi nilai
keagamaan, akhlak, dan nasionalisme kurang bisa diaplikasikan dalam
proses pembelajaran.

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, pada sub pembahasan
ini peneliti akan menguraikan dua hal pokok yang menjadi fokus dalam penelitian
ini yaitu pengimplementasian nilai-nilai Kemuhammadiyahan dalam
pembelajaran PKn di Universitas Muhammadiyah Makassar dan hambatan yang
dihadapi terkait pengimplementasian nilai-nilai Kemuhammadiyahan di lapangan
pada proses pembelajaran PKn. Kedua hal pokok tersebut diuraikan sebagai
perikut:

l.  Pengimplementasian  Kepribadian Muhammadiyahan  dalam
pembelajaran PKn pada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah
Makassar

Salah satu ciri yang melekat pada perguruan tinggi Muhammadiyah adalah
keikutsertaannya dalam lembaga dakwah. Oleh karena itu, upaya untuk
;rnelahirkan, memperbanyak, dan meningkatkan kualitas kader-kader
Muhammadiyah harus dilakukan secara berlanjut. Salah satu usaha yang sangat

efektif untuk itu adalah amal usaha dalam bidang pendidikan, tidak terkecuali

pendidikan tinggi. Sesuai dengan hal itu, upaya maksimal untuk melahirkan
k der-kader Muhammadiyah melalui proses pendidikan di lembaga pendidikan

Muhammadiyah termasuk juga Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus

v
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diupayakan melalui berbagai usaha terutama melalui pendidikan dan
pembelajaran Al Islam dan Kemuhammadiyahan,
Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang mengembangkan dakwah
Amar Ma’ruf Nahi Mungkar yang bergerak di setiap sektor yang memiliki banyak
amal usaha yang bergerak di bidang sosial, dakwah, dan pemberdayaan
masyarakat seperti dalam bidang pendidikan melalui majelis pendidikan tinggi
(DIKTI) pimpinan pusat Muhammadiyah yang kemudian menjadi perintis
' |pendirian perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia.
Unismuh Makassar yang berbasis Al-Islam Kemuhammadiyahan,
mewajibkan kepada semua fakultas dan jurusan untuk mengimplementasikan
| nilai-nilai ideologi Muhammadiyah pada setiap proses pembelajaran pada semua
mahasiswa sebagai upaya untuk membentuk kepribadian yang berkarakter dan
‘ berakhlak mulia berdasarkan nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah seperti: (1)

_beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, (2) memperbanyak

kawan dan mengamalkan Ukhuwah Islamiyah, (3) lapang dada, luas pandangan,
engan memegang teguh ajaran Islam, (4) bersifat keagamaan dan
kemasyarakatan, (5) mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan,
serta dasar dan falsafah negara yang sah, (6) Amar Ma ruf Nahi Munkar dalam
scgala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik, (7) aktif dalam
petkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan, sesuai dengan
alaran Islam, (8) kerjasama dengan golongan Islam manapun Juga dalam usaha

menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya (9)

membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara
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dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang
diridhai Allah SWT, (10) bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan
bijaksana. Dari ke tiga nilai-nilai inilah diharapkan dapat mengantar Universitas
Muhammadiyah Makassar untuk menjadi Perguruan Tinggi Islam terkemuka.

Universitas Muhammadiyah Makassar atau dengan sebutan Unismuh
Makassar merupakan amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang
pendidikan yang didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari
Universitas Muhammadiyah Jakarta. Berdirinya perguruan tinggi ini adalah
realisasi dari hasil musyawarah wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan
Tenggara ke-21 di Kabupaten Bantaeng. Berdirinya perguruan tinggi tersebut
didukung oleh persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak di

bidang pendidikan dan pengajaran dakwah Amar Ma ruf Nahi Mungkar.

" Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai perguruan tinggi

. Swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965.

Maka dapat dipahami bahwa perguruan tinggi Muhammadiyah adalah

perguruan tinggi yang mengedepankan penanaman nilaj-nilai ideologi

=

Auhammadiyah dalam pembelajaran seperti: (1) bersifat keagamaan dan

e

emasyarakatan, (2) dmar Ma’ruf Nahi Munkar dalam segala lapangan serta
menjadi contoh teladan yang baik, (3) membantu pemerintah serta bekerjasama
dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai
masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Dari nilai-nilai ideologi

inilah yang diharapkan mampu melahirkan kader-kader Muhammadiyah generasi

masa depan yang berakhlak mulia dan cerdas, melalui proses pendidikan inipun
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diharapkan Muhammadiyah menjadi faktor pendidikan yang paling pokok dalam
pengembangan pendidikan Islam baik formal maupun non formal, termasuk juga
Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus diupayakan melalui berbagai usaha
terutama pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran
wajib di semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi,
Olehnya itu implementasi nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah sebagai salah

satu landasan perjuangan Muhammadiyah, harus mampu disinkronkan di semua

i
|

rekolah—perguruan tinggi Muhammadiyah seperti seperti: (1) nilai-nilai
keagamaan dan kemasyarakatan, (2) Amar Ma ruf Nahi Munkar dalam segala
lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik, (3) membantu pemerintah serta
Ilekeljasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara
tuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah SWT. Namun
sesuai pengamatan di lapangan, nilai-nilai tersebut belum mampu
Jiimplementasikan secara utuh oleh sebagian dosen maupun mahasiswa, sehingga
hal inilah yang menjadi cikal bakal perjuangan kita ke depan dalam ranah
pembinaan, yang dimana, tentu penanaman nilai-nilaj ideologi
Kemuhammadiyahan inilah harus kita perkuat dalam jati diri baik dosen mapun
mahasiswa.
Terkait pendapat informan SPS yang menyebut dosen dan mahasiswa
belum mampu memahami nilai-nilai ideologi Muhammadiyah dengan baik salah

satunya karena latar belakang yang bukan berasal dari warga Muhammadiyah,

maka dapat dipahami bahwa apa yang dikatakan informan ada benarnya juga
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mengingat Unismuh Makassar menerima dosen dan mahasiswa bukan hanya yang
berlatar  belakang Muhammadiyah  saja  namun  umum, sehingga

pengimplementasian  nilai-nilai ideologi ini juga belum mampu

, |diimplementasikan dengan baik dalam proses pembelajaran PKn yang dimana
apabila kita Kkaitkan antara keduanya, hal ini sangat berkaitan seperti,
menumbuhkan nilai-nilai nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang apabila

kita kaitan dengan nilai-nilai kepribadian Muhammadiyah hal ini sudah masuk

pada point ke 9 (Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain

dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan
‘makmur yang diridhai Allah SWT).

Jadi dengan melihat kondisi ini tentunya hal yang paling mendasar harus
kita lakukan dalam penanaman nilai-nilai Kemuhammadiyahan dalam proses

embelajaran yakni PKn yakni perbaikan dalam segi pembinaan baik dalam hal

g

melakukan perbaikan dari segi perekrutan dan pembinaan dosen melalui Baitul
qam dosen yang memang betul-betul harus kita perketat dan pahamkan dengan
baik nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah secara maksimal sesuai nilai-nilai
Ideologi Muhammadiyah.
Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, peneliti berpendapat bahwa
penanaman nilai-nilai ideologi Muhammadiyah dalam pembelajaran  PKn
tentunya tidak akan terealisasi dengan baik dan maksimal tanpa adaya kerjasama
yang baik antara semua pihak pemangku kebijakan di kampus, khususnya dalam
proses perekrutan dan pembinaan dosen dan mahasiswa yang saya anggap masih

tergolong kurang maksimal disamping itupun kebijakan-kebijakan yang dibuat
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oleh pemangku kebijakan kampus masih bersifat simbolik belaka yang dimana hal
ini saya maknai bahwa masih adanya aturan-aturan pembinaan baik dosen
maupun mahasiswa yang masih kurang maksimal seperi Baitu Arqgam, Darul
Argam Dasar yang saya rasa masih periu dievaluasi kedepan khusunya dalam
pembinaanya, sehingga keinginan kita dosen dan mahasiswa mampu memahami

nilai-nilai ideologi ini dengan baik dan nantinya hal ini mampu terintegrasi dalam

proses pembelajaran khususnya juga pada proses pembelajaran PKn yang dimana
nilai nasionalisme dan pemahaman akan wawasan kebangsaan mampu terintegrasi
; dengan baik dengan nilai-nilai ideologi Muhammadiyah ksususnya nilai-nilai

lll(epribadian Muhammadiyah contohnya pemahaman mahasiswa tentang sikap

-adil apabila kita mengacu pada nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah nilai-nilai
ini sangat erat kaitanya dengan point sembilan bahwa kita dituntut bekerjasama
antara semua golongan guna memelihara dan membangun negara yang adil dan
makmur. Olehnya itu perlu dipahami secara baik ukuran dar kesesuaian
ketercapainya nilai-nilai ideologi Muhammadiyah dan proses pembelajaran PKn
tidak hanya diukur dari segi tekstualnya saja namun secara kontekstualnya juga
perlu kita cermati dengan baik sehingga, tentu pemahaman akan nilai-nilai
ideologi Muhammadiyah ini memang harus ada dan dipahami oleh dosen dan

mahasiswa sehingga dalam proses pembelajaran nantinya dapat betjalan sesuai
yang diharapkan.

¥

2, Hambatan yang dihadapi terkait pengimplementasian Keepribadian
Muhammadiyahan di lapagan pada proses pembelajarn PKn di

Unismuh Makassar.
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Salah satu ciri yang melekat pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah
adalah adanya penanaman nilai-nilai ideologi Muhammadiyah dalam
pembelajaran. nilai-nilai ideologi inilah, khususnya nilai-nilai Kepribadian
Muhammadiyah, yang diharapkan mampu mengantarkan  Universitas
Muhammadiyah Makassar sebagai perguruan tinggi Islam terkemuka. Upaya
maksimal untuk melahirkan kader-kader Muhammadiyah melalui proses
pendidikan di lembaga pendidikan Muhammadiyah termasuk juga Perguruan
Tinggi Muhammadiyah harus diupayakan melalui berbagai usaha terutama
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Untuk mencapai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan sepertt di atas,
sangat dibutuhkan model dan strategi pembelajaran yang humanistik yang
berdasarkan asumsi bahwa mahasiswa adalah manusia yang mempunyai potensi

dan karakteristik yang berbeda-beda. Mahasiswa diposisikan sebagai subjek,

h

cmentara dosen diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog mahasiswa.
Materi yang disusun berdasarkan kebutuhan dasar mahasiswa yaitu bersifat
fleksibel, dinamis dan fenomenologis sehingga materi tersebut bersifat
kontekstual dan relevan dengan tuntutan dan perubahan masyarakat. Namun,
selaku perguruan tinggi yang dinaungi oleh organisasi Muhammadiyah, nilai-nilai
Muhammadiyah khususnya nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah juga wajib
diamalkan dalam semua proses pembelajaran di Universitas Muhammadiyah
Makassar, khususnya pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Berdasarkan pendapat informan AS sebagai salah satu dosen prodi PPKn

Unismuh Makassar, peneliti dapat memahami bahwa tidak semua dosen yang
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mengajar di Unismuh, memiliki pemahaman yang utuh tentang nilai-nilai ideologi
Muhammadiyah, hal ini di karenakan latar belakang dan kurangnya pembinaan
yang masif baik pengajian-pengajian secara formal maupun non formal, sehingga

tidak jarang kita temukan dilapangan materi perkuliha dan nilai-nilai ideologi

'Muhammadiyah tidak mampu disejalangkan dengan baik oleh dosen dalan proses
perkuliahan khususnya juga pada proses pembelajaran PKn, yang dimana
wawasan kebangsaan dan nilai-nilai nasional dituntun agar di elaborasikan dengan
nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah.

Di samping itu, berdasarkan hasil kajian dan analisis data yang dilakukan
‘peneliti tethadap hambatan yang dihadapi terkait pengimplementasian nilai-nilai

Kemuhammadiyahan di lapangan, sebagian dosen belum sepenuhnya mampu

emahami apa itu nilai-nilai Kemuhammadiyahan secara teks khususnya nilai-

=

ilai Kepribadian Muhammadiyah yang menjadi objek kajian peneliti, sehingga
P‘fmemahami dan memahamkan kepada mahasiswa masih minim baik secar formal

maupun non formal, disamping itu beberapa dosen biasanya masih monoton dan

hanya fokus pada materi mata kuliah yang diajarkan saja, sehigga lupa akan
esensi dan transformasi dari pendidikan nilai-nilai Kemuhammadiyah yang harus
juLa dikaitan pada proses pembelajaran sehingga mahasiswa mampun memahami
pembelajaran dari banyak sisi guna mewujudkan manusia yang berakhlak mulia,
disamping itu hal utama juga yang menjadi hambatan sebahagian dosen yakni
kurangnya pemahaman keagamaan tentang nilai-nilaj ideologi Muhammadiyah,

dan latar belakang organisasi yang bukan dari organisasi Muhammadiyah
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tentunya memiliki pengaruh besar dalam pengimplementasian nilai-nilai

Kemuhammadiyahan oleh dosen pada proses pembelajaran  PKn.




A.

BABY
PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan mengenai implementasi nilai-

nilai Kemuhammadiyahan dalam proses pembelajaran PKn pada mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Makassar dan hambatan yang dihadapi terkait

13

‘! pengimplementasian Nilai-nilai Kemuhammadiyahan di lapangan pada proses

pembelajarn PKn. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Salah satu ciri yang melekat pada pergurnan tinggi Muhammadiyah

adalah adanya penanaman nilai-nilai ideologi Muhammadiyah khususnya
nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah ((1) bersifat keagamaan dan
kemasyarakatan, (2) Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam segala lapangan
serta menjadi contoh teladan yang baik, (3) membantu pemerintah serta
bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun
negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah
SWT.) dalam pembelajaran, nilai-nilai inilah diharapkan mampu
mengantarkan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai perguruan
tinggi Islam terkemuka. Upaya maksimal untuk melahirkan kader-kader
Muhammadiyah melalui proses pendidikan di lembaga pendidikan
Muhammadiyah termasuk juga Perguruan Tinggi Muhammadiyah harus
diupayakan melalui berbagai usaha terutama pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan (PKn).

57
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Disamping itu, jelas bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar

adalah perguruan tinggi Islami yang dipayungi oleh Muhammadiyah
yang dimana pengimplementasian nilai-nilai Kemuhammadiyahan
haruslah menjadi prioritas utama dan mampu diimplementasikan dalam
ruang lingkup semua proses pembelajaran khususnya pada Prodi PPKn
yang menaungi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Hal ini harus
mampu disinkronkan antara nilai-nilai Kemuhammadiyahan dan nilai
Pendidikan Kewarganegaraan.
Hambatan yang  dihadapi mahasiswa dan dosen dalam
pengimplementasian Kepribadian Muhammadiyahan dalam proses
pembelajaran PKn khususnya Kepribadian Muhammadiyah adalah
kurangnya pengetahuan akan nilai-nilai Kemuhammadiyahan, serta latar
belakang pengalaman yang rata-rata bukan berasal dari pesyarikatan
Muhammadiyah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai pengimplementasi Kepribadian

Muhammadiyahan dalam pembelajaran PKn di Unismuh Makassar dan hambatan

yang dihadapi terkait pengimplementasian Kepribadian Muhammadiyahan di

laj

pangan pada proses pembelajarn PKn di atas, maka peneliti mengemukakan

saran sebagai berikut:

2

]

1.1 Kehadiran Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) pada masa
sekarang ini haruslah benar-benar dimaknai sebagai jalan yang diharapkan

akan mampu mengantar mahasiswa berkepribadian yang baik. Tentunya
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ekspektasi ini harus disertai dengan tindakan nyata bangsa ini, khususnya
kalangan Pergurnan Tinggi, untuk mengapresiasi dan mengimplementasikan

Pendidikan Kewarganegaraan dalam dunia pendidikan melalui nilai-nilai

Keperibadian Muhammadiyah.

[

2.1.1.2 Menurut penulis ada tiga persoalan yang hingga saat ini dialami oleh
; dosen dan mahasiswa dalam hal kendala mendasar dalam mengamalkan
Il nilai-nilai Kemuhammadiyahan dalam proses pembelajaran PKn antara lain:
i pertama orang dalam hal ini menjadi faktor yang sangat mendasar dalam
pengimlementasian nilai-nilai Kemuhammadiyahan ada pada individunya,
5 ketika individu sendiri bukan dari latar belakang Muhammadiyah maka hal
inilah yang menjadi kendala utama nilai-nilai Kemuhammadiyahan belum
bisa di amalkan dengan baik sesuai tujuan Muhammadiyah dalam
mendirikan perguruan tinggi, dua subtansi/isi hal ini di artikan bahwa faktor
utama penanaman nilai-nilai Kemuhammadiyahan bagi dosen dan
mahasiswa yakni ada pada ilmu dan pemahaman tentang nilai-nilai
Kemuhammadiyahan yang harus dipahami, ketiga lingkungan hal ini sangat

berperang penting khususnya dalam hal pengembangan pemahaman

Kemuhammadiyahan dalam berperilaku sosial di Masyarakat.
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PEDOMAN WAWANCARA/INFORMAN KUNCI

Daftar wawancara ini berfungsi sebagai pedoman untuk mempermudah

mengumplkan data tentang Implementasi Nilai-nilai Kemuhammadiyahan dalam

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Mahasiswa Universitas

Muhammadiyah Makassar. Pertanyaan untuk Wakil dekan IV (Bidang

Kemuhammadiyahan) FKIP Unismuh Makassar adapun pertanyaanya sebagai

berikut:

(9]

Apa yang harus diaplikasikan mahasiwa dalam hal penanaman Nilai-nilai
Kemuhammadiyah dalam proses perkuliahan?

Apakah semua Nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyahan harus dipahami
oleh dosen dan mahasiswa secara internal?

Apa perbedaan nilai-nilai Kemuhammadiyah dan Nilai-nilai Islam secara
umum?

Apa yang menjadi kelemahan Nilai-nilai Kepribadian
Kemuhammadiyahan pada proses Pembelajaran susah di aplikasikan oleh
dosen da mahasiswa?

Apakah  bentuk  pengimplementasian nilai-nilai Kepribadian
Kemuhammadiyahan dalam proses perkuliahan?

Apa tujuan pengimplementasian nili-nilai Kemuhammadiyahan khususnya

Kepribadian Muhammadiyah dalam proses perkuliahan?




7. Bagaimana pandangan ayahanda jika dalam proses pembelajaran, ada
dosen yang mengajar bukan berlatar belakang Muhammadiyah?

8. Menurut anda paham Kemuhammadiyaha seperti apa yang harus ada
dalam diri mahasiswa di jurusan PPKn?

9. Bagaiman konsep perekrutan dosen jika ingin menjadi dosen di Unismuh
Makassar?

10. Apa yang menjadi harapan anda kedepan tentang penanaman nilai-nilai
Kepribadian Muhammadiyah dalam proses pembelajaran khususnya dalam

kaitanya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?
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PEDOMAN WAWANCARA/INFORMAN KUNCI

Daftar wawancara ini berfungsi sebagai pedoman untuk mempermudah

mengumplkan data tentang Implementasi Nilai-nilai Kemuhammadiyahan dalam
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Makassar. Pertanyaan untuk dosen Prodi PPKn FKIP Unismuh

Makassar adapun pertanyaanya sebagai berikut:

1. Apa yang anda ketahui tentang Persyarikatan Muhammadiyah?

2. Apakah yang anda ketahui tentang nilai-nilai Kepribadian
Muhammadiyahan yang harus di amalkan dalam proses pembelajaran pada
saat perkuliahan?

3. Bagaimana pandangan anda tetang niai-nilai Kepribadian Muhammadiyah
baik dalam hal keagamaan, akhlak, dan nilai-nilai nasionalisme yang
dimana hal ini perlu di implementasikan dalam proses pembelajaran?

4. Apa  kendala anda  memahamkan  nilai-nilai  Kepribadian
Muhammadiyahan pada proses Pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan?

5. Apakah wujud dari pengimplementasian nilai-nilai Kepribadian
Muhammadiyahan dalam proses pembelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan?

6. Mengapa memilih mengajar di Unismuh Makassar?
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7. Bagaimana cara memahamkan kepada mahasiswa tentang pentingnya
mempelajari  nilai-nilai Keislaman dan pembelajaran Pendidika
Kewarganegaraan?

8. Menurut anda paham Kemuhammadiyaha seperti apa yang harus ada
dalam diri mahasiswa di jurusan PPKn?

9. Kendala apa yang anda alami selama mengajar di Unismuh Makassar yang
dimana nilai-m'lai Islam Kemuhammadiyahan harus ada dalam setiap
proses pembelajaran?

10. Apa yang menjadi harapan anda kedepan tentang penanaman nilai-nilai

Kepribadian Muhammadiyah dalam proses pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan?
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PEDOMAN WAWANCARA/INFORMAN KUNCI

Daftar wawancara ini berfungsi sebagai pedoman untuk mempermudah

mengumplkan data tentang Implementasi Nilai-nilai Kemuhammadiyahan dalam

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Mahasiswa Universitas

Muhammadiyah Makassar. Pertanyaan untuk mahasiswa Prodi PPKn FKIP

Unismuh Makassar adapun pertanyaanya sebagai berikut:

)

Apa yang anda ketahui tentang Persyarikatan Muhammadiyah?

Apakah yang anda ketahui tentang nilai-nilai Kemuhammadiyahan yang
harus di amalkan dalam proses pembelajaran pada saat perkuliahan?
Bagaimana pandangan anda tetang nilai-nilai Kepribadian Muhammadiyah
baik dalam hal keagamaan, akhlak, dan nilai-nilai nasionalisme yang
dimana hal ini perlu di implementasikan dalam proses pembelajaran?

Apa  kendala anda  mempelajari nilai-nilai Kepribadian
Kemuhammadiyahan  pada  proses  Pembelajaran  Pendidikan
Kewarganegaraan?

Apakah wujud dari pengimplementasian nilai-nilai Kepribadian
Kemuhammadiyahan  dalam  proses  pembelajaran  Pendidikan
Kewarganegaraan?

Mengapa memilih kuliah di Unismuh Makassar?
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7. Bagaimana cara anda mengamalkan nilia-nilai keislaman dan Pendidika
Kewarganegaraan di lingkungan kampus?

8. Menurut anda paham Kemuhammadiyaha seperti apa yang harus ada
dalam diri mahasiswa di jurusan PPKn?

9. Kendala apa yang anda alami selama kuliah di Unismuh Makassar yang
dimana nilai-nilai Islam Kemuhammadiyahan harus ada dalam setiap
proses pembelajaran?

10. Apa yang menjadi harapan anda kedepan tentang penanaman nilai-nilai

Kepribadian Muhammadiyah dalam proses pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan?

Makassar, Apri 2010
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GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN
(GBPP)

Mata Kuiiah : Hukum Tata Negara
Semester
Dosen Pengampuh MT Kuliah

Deskripsi Singkat

* Andi Sugiati.
- Mata Kuliah ini membahss mengenai pengertian-pengertian dasar dan asas-asas
hukum tata negard, sumber hukum tata negara serta struktur umum organisasi negara

(Indonesia). :
Tujuan Pembelajaran c:,_::.ﬁjucvl - Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui,
w@ 0 . mengerti dan memahami dasar-dasar hukum tata negara Indonesia
N TUJUAN POKOK - 8UB POKOK WAKTU DAFTAR | Metode
0O | PEMBELAJARAN | BAHASAN BAHASAN PUSTAKA | Pembelajaran
KHUSUS
| 1. | Mengetahui pokok- | Pendahuluan | Penyampaian 10 Menit GBPP/SA
pokok bahasan GBPP/SAP HTN, P HTN
dan sistem sistem evaluasi mata
evaluasi mata kuliah, deskripsi
kuliah. singkat perkuliahan.

1 Mengetahui dan Peristilahan 1. istilah-istilah HTN 100 Menit | B.10, Bab
memahami HTN. Bhs Belanda dan Il him 12-
peristilahan HTN Jerman, Inggris, 19; .

Prancis B.1, Bab |,
him 8 — 14,

2 | Mengetahui dan Batasan dan | 1. Van Vollenhoven; 150 Menit | B.10, Bab | 1. Small Group
memahami Pengertian 2. Paul Scholten; I119-32; Discussion
batasan dan HTN; 3. Van der Pot; B.17, Bab
pengertian HTN 4. J.H.A Logemann; I, him. 13- .

— E—— — = ~5. Wade and-Phillips; 26 B. 2 2. Discovery
6. White Cross Paton; Bab 2. HIm | Learning (DL)




[P wy v L T, L
-

7. AV Dicey;

8. Maurice Duverger,

9. Moh.Kusnardi dan
Harmaily Ibrahim

21-23

X
S

e, v

e

A

» Yurisprudensi

% 10. Jimly

‘ Asshiddigie

4. | Mengetahui dan Ruang 1. J.H.A Logemann, 150 Menit | B.1, Bab |, | 1. Cooperative
memahami ruang | Lingkup HTN; |2. Usep Ranawidjaja. him 1-8 Learning (CL)
lingkup HTN dan -

B.10, 2. Coliaborative
) i@ Learning
B - (CbL)
I

5. | Mengetahui dan Hubungan HTN dengan HAN, 75 B.1, Bab |, Discovery
memahami HTN dengan | ilmu negara, dan ilmu | Menit him 3-8; - Learning
Hubungan HTN limu Politik B.1, Bab i,
dengan ilmu Kenegaraan him 16; . . Small Group
kenegaraan Lainnya. B.10, Bab Discussion
lainnya . i, him 42 —

‘ 69.

7. | Mengenali Sumber- 1. Pengertian Sumber | 150 Menit | B.1, Bab |, Self-Directed
sumber-sumber sumber HTN; him.15-22, Learning
HTN Hukum Tata | 2. Pembagian Sumber B.10, Bab

Negara HTN (materil dan IV him Discovery
formal); 121- 159; Learning

3. Macam-macam B.2, Bab
Sumber HTN dalam lHl, him 35~ | Contextual
arti formal 60 Instruction
» Hukum Tertulis;
= Konvensi
- T = | — —— —|— - Ketatanegaraan; - e - -




8. | Memahami hukum | Hukum A. Hukum Tertulis: 300 Menit | UU No. 10 | Self-Directed
tertulis, konvensi | Tertulis, Jenis Peraturan 2 X Tahun Learning
ketatanegaraan Konvensi 1. Konstitusi/ UUD Pertemuan | 2004; dan

* | darrperianjian Ketatanegara 1945, B.9, Bab Discovery
internasional an dan a, lstilah dan iV, him. Learning
sebagai sumber Perjanjian Pengertian; . 191-217
hukum formal internasional b. Hakikat dan ,o Contextual
HTN. Tujuan ’ Instruction

Konstitusi; - .
1R c. Sejarah; :pxmﬁ A
o nmacm_,_mx:mw:
~ konstitusidi -
< Indonesia: - g

d. gmﬁm:vgcmﬁm:
_Ao:mﬁ_Em:. NG,

““Undang/Perpu’ j

B. PP

4, - Perpres;-dan
5. Perda.
B. Konvensi
Ketatanegaraan
1. Istilah dan
Pengertian
2. Terjadinya
Konvensi
3. Kedudukan

— ——t— R

Sistem

—Konvensi-dalam-|-

Ketatanegaraan




Indonesia

- 4. Fungsi
Konvensi dalam
kaitannya
dengan
konstitusi

5. Dasar-dasar

Penaatan
Konvensi:
Contoh-contoh
Konvensi

C. Perjanjian

Internasional

- {Traktat): Monisme-

dualisme

Mengetahui dan
Memahami
struktur umum
ketatanegaran
yang berlaku di
Indonesia

Bentuk
negara,
Bentuk
pemerintahan
,Sistem
pemerintahan
, dan Corak
pemerintahan

1. Bentuk negara :
Kesatuan, Federal
dan Konfederasi.

2. Bentuk
Pemerintahan :
Republik dan
Monarki.

3. Sistem
Pemerintahan :
Parlementer,
Presidensial dan
Campuran;
Corak
pemerintahan :
Otokrasi dan
Demokrasi.

300 Menit
2X
Pertemuan

B.15, Bab
VI, him
165- 171,
dan B.14,
Bab VI,
him.138 -
146,

107

ng.m_._mmﬁm_._:_!lt —
Struktur

“Struktur-——

—1:-Pembagian— -
Kekuasaan;

QOrganisasi

150-Menit "

"B.4, Bab li-
V; B.3




Organisasi Negara | Negara di 2. Pengertian Bagian
di Indonesia Indonesia lembaga negara; Kedua,
4. Jenis lembaga him 64 —
) negara; 67.
* B.7, him 1
- 22,
B.19, Bab
Vi,
him.163-
256; dan
B B.8, Bab Il
p him 29-42,
’ 51-69.
. 8. ,

11. | Mengetahui dan Demokrasi, 1. Demokrasi; 300 Menit | B.15, Bab
Memahami Sistem 2. Sistem Pemilihan; IX,
demokrasi, sistem | Pengambilan | 3. Sistem Kepartaian; him.328 —
pengambilan keputusan, 4. Partai Politik; 324; B.17,
keputusan, sistem | Sistem Bab |, him
kepartian dan Kepartaian 2 —4; dan
sistem pemilihan dan Sistem B.14,

Pemilihan. Bab.X,
him.159-
171.

12. | Mengetahui dan Periindungan | 1. Pembedaan 150 Menit | B.17, Bab
Memahami Hak-hak Penduduk dan VII, him,
perlindungan hak- | Penduduk Warga Negara, 291- 297,
hak-penduduk-— —|-Indonesia- —|2- Asas~——— — - = - |-Bab Viil,
Indonesia kewarganegaraan, him. 307 —

-




3. Cara-cara 324;

memperoleh dan B.13, Bab |
hilangnya & Bab Hl;
kewarganegaraan; dan B.14,
& 4. Pengertian dan Bab VII,
Sejarah HAM; Him 120.

5. HAM di indonesia;
5. Tanggung jawab
Negara dalam

Konteks Welfare

_B State;

13. | Mengetahui dan g Prinsip- 1. Otonomi daerah 150 Menit | B.6, Bab |,
Memahami asas- * | prinsip 2. Hubungan Pusat v him 21 -
asas penyelenggar | ¢ dan Daerah 25; Bab IV,
penyelenggaran aan 154 - 170.
pemerintahan pemerintahan B.15, Bab
daerah daerah VI, him,

menurut UUD 249 — 284,
1945.

Daftar Pustaka: (Buku)
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22.Wollhof G.J., Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Timun Mas, Jakarta, 1960.

. & o 7

Wt
y

Konstitusi dan Peraturan _umq:an.m:@.csnm:mrs
UUD 1945 dan perubahannya - = . ,
UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

v

_ m et ——
b i ———r —




RENCANA FEMBELRIARSN SEMESTER (RPS)

AMA MATA KULIA

ﬁs_::_uwn mﬁo—.n.mmmoun_

OTORISASI

Mubhajir, 8.Pd., M.Pd

Capaian

Pembelajaran (CP)

P1

PPAK1
KUl

KU3

Taat hukum dan disiplindalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara

Mempunyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik
dengan dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan ahlak mulia serta memiliki motivasi untuk berbuat bagi kemaslahatan
peserta didik dan masyarakat pada umumnya

Menguasai pengetahuan dasar Iimu Kewarganegaraan, politik, hukum, ekonomi, kenegaraan, sejarah perjuangan bangsa
serta nilai, moral dan budaya Pancasila

Penguasaan secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologi, sosial dan kutural untuk kepentingan pembelajaran
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilm
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu-pengetahuan-dan-teknologi-yany memperiatilan da

KU6

“ifienerapkan- nilai-humaniora -sesuai-dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalamn rangk
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luz

1




Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilm
KK1 pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang Pendidika
Pancasila dan Kewarganegaraan
Eammoagmm.@ _nﬁw&_.ﬁ_ sesuai dengan bidang tugas

HEBARKARPY

AEED L

OESHC zmrmmaéw BmEuz Eob._ omwm_ﬁs ruang lingkup _S.tm: mE& ngam»b Fﬁgmm_on& (KU9, Hﬂh&v

CPMK?2 Mahasiswa mampu Bﬂ.manunmwmm_ permasalahan dan isu dalam Hubungan Internasional (P3,KU1,KK4);
CPMK3 Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan dasar tentang studi Hubungan Internasional (KK4);

CPMK4 Mahasiswa mampu mengenali aktor-aktor dalam Hubungan Internasional (S9, KU1);

CPMKS Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian dan mempresentasikannya (59, K1J2, KU9).

Diskripsi Singkat MK

Mata kuljah &wEmEvmwg mata kuliah wajib yang mempelajari konsep mata kuliah pengantar studi hubungan internasional yang
mencakup sejdrah HI; perang Dunia, perang Dingin, pasca Perang Dingin, aktor dalam HI, level Analisa HI, state actor, non state
actors.; #Namun sébelumnya terlebih dahulu dibahas beberapa pokok bahasan diantaranya Ruang lingkup kajian Stud; Hubungan
Huﬁnbmm_oam_ Permasalahan dan isu dalam Hubungan Internasional, Pengetahuan dasar tentang studi Hubungan Internasional, Aktor-
aktor dalam Hubungan Internasional yang merupakan pengetahuan dasar (pondasi) yang harus dimiliki pada mata kuliah ini.

Bahan Kajian /
Pokok Bahasan

1. Pengantar Studi Hubungan Internasional ; sejarah HI, perang Dunia, perang Dingin, pasca Perang Dingin, aktor dalam HI, level
Analisa HY, state actor, non state actors.

2. Paradigma dalam studi HI; realis, liberalis, konstruktivis, perspektif Utama dalam studi HI, hobbesian, grotian, kantian.

3. Movie time *Tutle can fly”.

4. Kepentingan nasional; konsep kepentingan nasional, kekuatan nasional, unsur-unsur kekuatan nasional.

5. Politik luar negeri; konsep politik luar negeri, perbedaan politik luar negeri dan politik domestik, instrumen politik luar negeri.

6. Politik internasional; konsep Politik Internasional, perbedaan Politik internasional dan politik domestik, nasionalisme, regionalisms
dan universalisme.

7. Ekonomi politik internasional; konsep EPI, isu dan EPI, liga ideologi EPI, MNC’s dan ketergantungan ekonomi.

8. Diplomasi; konsep diplomasi, diplomasi tradisional dan modern, muititrack diplomasj.

9. Organisasi dan hukum internasional; tatunan dunia, fungsi organisasi internasional, hukum internasional, peranan hukum
internasional.

10. Keamanan internasional; konflik internasional, studi perdamaian, keamanan tradisional dan non tradisional.

11. HE.Hmz global I; m_o_umrmmﬁ vs nasionalisme, isu terorisme.
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3. Toma, Peter A dan Gorman, Robert F, 1991, International Relations : understanding global issues, Brooks/cole
Publishing, California.
4. Robert Jackson, Georg Sorensen. (2000). Pengantar Studi Hubungan Internasional. Jakarta: Rezky Bookstore.
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Nama Dosen Team Teaching

Pengampu

Mata kuliah R

prasyarat il

Catatan Sebelum memulai pembelajaran, setiap dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), diwajibkan untuk
melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa kebersihan kelas dan kedisiplinan mahasiswa dalam berpakaian.
2. Berdoa bersama yang dipimpin oleh dosen atau mahasiswa
3. Membaca Al-Qur’an
Pada proses pembelajaran mengintegrasikan materi perkulizhan dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai pancasila dan
Setelah selesai pembelajaran, setiap dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), diwajibkan untuk
melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Memberikan pesan-pesan moral
7 Membaca doa bersama yang dipimpin oleh dosen atau mahasiswa
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Minggu Sub-CPMK Bahan Kajian Bentuk dan | Estimasl Pengalaman Belajar Kriteria & Indikator Penilalan | Bobot
Ke- | (Kemampuan akhir (Materi Pembelajaran) Metode Waktu Mahasiswa Bentuk Penilai
yg direncanakan) . Pembelajar Penilalan an (%)
: an
(1) 2 3) (4} (5} {6 {7) (8) (9)
1,2 | Mahasiswa Sejarah HI, Perang Dunia, | ¢ Bentuk: | TM: e Menyusun ringkasan | Kriteria: o Ketepatan 8%
mampu Perang Dingin, Pasca Kuliah | 2x(2x50") dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan Perang Dingin, Aktor | ® Metode: makalah tentang kriteria tentang sejarah
tentang Pengantar | dalam HI, Level Analisa Cooper | BT: sejarah HI beserta grading HI
Studi Hubungan HI, State Actor, Non state v 2x(2x60™) contohnya. (Tugas-1) ¢ Ketepatan
Internasional aciors. Learnin e Makalah: studi kasus | Bentuk Non- | menjelaskan
. H 2 .BM: perang dunia, test: tentang non
g 2x(2x607) (Tugas-2) e Tulisan state actors
) makalah e Sistematika
: ¢ Presentasi dan gaya
presentasi
3 | Mahasiswa Realis, Liberalis, s Bentuk: | TM: o Menyusun ringkasan | Kriteria: e Ketcpatan 6%
mampu Konstruktivis, Perspektif Kuliah | 2x(2x50%) dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan Utama dalam studi HI, o Metode: makalah tentang kriteria tentang
tentang Paradigma | Hobbesian, Grotian, Project | BT: paradigma dalam grading paradigma
dalam Studi HI Kantian. Based | 2x(2x60™) studi HI beserta dalam studi HI
Learnin - contohnya. (Tugas-1) NMMEw Non- | ¢ MMM.M m__wwmg
g 2x(2%60") o Tulisan tentang kantian
makalah ¢ Sistemnatika dan
e Presentasi gaya presentasi
4 | Mahasiswa Movie time "Tutle can ¢ Bentuk: | TM: * Menyusun ringkasan | Kriteria: o Ketepatan 6%
mampu fly”. Kuliah | 2x(2x50™) dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan e Metode: raakalah tentang kriteria tentang Movie
tentang Movie Project | BT: Movie time “Tutle grading time "Tutle can
time “Tutle can Based | 2x(2x60”) | oan fly”beserta fly”
fly” Learnin contohnya. (Tugas-1)_| Bentuk Non- | o _Sistematika
--BM: E— test: dan gaya
= - g 7 | 2x(2x60") » Tulisan presentasi
makalah

‘e Presentasi
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Mahasiswa Konsep kepentingan o Bentuk: | TM: ¢ Menyusun ringkasan | Kriteria: Ketepatan 6%
mampu nasional, Kekuatan Kuliah | 2x(2x50") dalara bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan nasional, Unsur-unsur o Metode: makalah tentang kriteria tentang konsep
tentang kekuatan nasional. Project | BT: konsep kepentingan | grading kepentingan
Kepentingan Based | 2%(2x60") nasional secara nasional
Nasional Toee i) mendalam beserta Bentuk Non- | ¢ Ketepatan
| BM: : test: menjelaskan
i g 2x(2x607) G e Tulisan Hamsm unsur-~
makalah unsur kekuatan
» Presentasi nasional
: Sistematika
. E dan gaya
wn ) presentasi
Mahasiswa nsep politik luar negeri, | ¢ Bentuk: | TM: e Menyusun ringkasan |- Kriteria: Ketepatan 6%
mampu Perbedaan politik [uar Kuliah | 2x(2x50") dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan negeri dan politik o Metode: makalah tentang _b.:n%m tentang konsep
tentang Politik domestik, Instrumen Project BT: konsep politik luar grading politik luar
Luar Negeri politik luar negeri. Based | 2%(2x60”) | pegeri beserta negeri
Learnin | _ contohnya. (Tugas-1) | Bentnk Non- | o Ketepatan
BM: test: menjelaskan
e ) 2x(2x60) e Tulisan tentang
makalah instrumen
o Presentasi politik luar
negeri
Sistematika
dan gaya
presentasi
Mahasiswa Konsep Politik s Bentuk: | TM: e Menyusun ringkasan | Kriterin: Ketepatan 6%
mampu Internasional, Perbedaan Kuliah | 2x(2x50”) dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan Politik internasional dan o Metode: makalah tentang kriteria tentang konsep
tentang Politik politik domestik, Project | BT: konsep politik grading politik
Internasional Nasionalisme, Based | 2x(2x60”) Internasional beserta Internasional—|—
zmmmo.—ummmnmm.mlmm ~ Learmnin—|—— - mqmﬁ@g%ﬂm. A..h_ -.—W.ﬂwlu.v Bentulc Non- Hﬂmﬂﬂﬁ atan
- — e == = iniversalisme. g BM: test: menjelaskan
2x(2x60) ¢ Tulisan tentang




o Presentasi dan
nniversalisme
. o Sistematika
dan gaya
_m ;.mmmﬂmm_
L85 Ui enp Al Seniester 2 _ P
9 | Mahasiswa Konsep EPI, isu dan EPI, e Bentuk: [ TM: . goa\:m:b ringkasan | Kriteria: . Woﬁumsb 6%
mampu Liga ideologi EPI, MNC’s Kuliash | 2x(2x50™) dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan dan ketergantungan ¢ Metode: makalah tentang kriteria tentang konsep
tentang Ekonomi | ekonomi. Project | BT: konsep EPI beserta | grading EPI
Politik . iz Based | 2x(2x607) contohnya. (Tugas-1) e Ketepatan
Internasional; o # it Bentuk Non- menjelaskan
i BM: test: tentang MNC’s
, o 2x(2x60") o Tulisan dan
malkalah ketergantungan
¢ Presentasi ekonomi
e Sistematika dan
gaya presentasi
10 | Mahasiswa Konsep diplomasi, ¢ Bentuk: | TM: o Menyusun ringkasan | Kriteria: e Ketepatan 7%
mampu Diplomasi tradisional dan Kuliah | 2x{2x50") dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan modern, Multitrack o Metode: makalah tentang kriteria tentang konsep
tentang Diplomasi | diplomasi. Project | BT: | Konsep diplomasi grading diplomasi
Based | 2%(2x60™) | pegerta contohnya. | . Nmﬁ.?__»mm
. L e on- menjelaskan
i BM: (Tugas-1) test: tentang
& 2%(2x60”) o Tulisan multitrack
makalah diplomasi
e Presentasi | ® Sistematika dan
gaya presentasi
11,12 Mahasiswa Tatanan dunia, Fungsi e Bentuk: | TM: ¢ Menyusun ringkasan | Kriteria: e Ketepatan 8%
mampu organisasi internasional, Kuliah | 2x(2x50™) dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan Hukum internasional, e Metode: makalah tentang kriteria tentang tatanan
tentang Peranan hukum Cooper— BT: — tatanan-dunia-beserta—|-grading duniz T
———|-Organisasi-dar intetiiasional, - - ative | 2x(2x60™) contohnya. (Tugas-1) e Ketepatan
Hulum Learnin o Makalah: studi kasus | Bentuk Non- | menjelaskan
| Internasional .- 2 BM: organisasi test: Mﬁ_umw:m peranan




2x(2x60™) internasional. s Tulisan internasional
(Tugas-2) makalah Sistematika dan
; e Presentasi gaya presentasi
13 | Mahasiswa Konflik internasional, Studi | ¢ Bentuk: | TM: e Menyusun ringkasan | Kriteria: Ketepatan 7%
mampu perdamaian, Keamanan Kuliah | 2x(2x507} dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan tradisional dan non e Metode: Bmwm_wrﬁﬁggm kriteria tentang konflik
tentang tradisional. Project |BT: konflik internasional | grading internasional
WMB@BB | Based | 2X(2%607) | beserta contohnya. 1 Hoﬁvﬂmbw
T114a510na. | - - . en on- menje an
T BM: (Tugas-1) test: tentang
. 4 « | 2x(2x60") o Tulisan keamanan
. E makalah tradisional dan
i s Presentasi non tradisional
., Sistematika dan
gaya presentasi
14 | Mahasiswa Globalisasi vs ¢ Bentuk: { TM: s Menyusun ringkasan | Kriteria: Ketepatan 7%
mampu nasionalisme, Isuterorisme. | Kuliah | 2x(2x50™) | dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan o Metode: makalah téntang kriteria tenfang
tentang Isu-isu Project | BT: globalisasi vs grading globalisasi vs
Global I Based | 2x(2x60”) nasienalitne beterta . nasionalisme
Learnin i contohnya. (Tugas-1) M.,M“Er Non- MMMW Nwmmp
g 2x(2x60") e Tulisan tentang isu
makalah terorisme
o Presentasi Sistemnatika dan
gaya presentasi
15 | Mahasiswa Isu lingkungan, Isu bam, s Benfuk: | TM: e Menyusun ringkasan | Kriteria: Ketepatan 7%
mampu Feminisme. Kuliah | 2x(2x50™) dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan o Metode: makalah tentang isu | kxiteria tentang ist
tentang Isu-isu Project | BT: lingkungan beserta grading lingkungan
Global II Based | 2X(2x60") contohnya. (Tugas-1) Hﬁmﬁumﬁn
Learnin Bentuk Non- menjelaskan
BM: “test? lentang
—— | — - - - & | 2%(2x60%) | e Tulisan feminisme
miakalah Sistematika dan
e Presentasi gaya presentasi
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atatan:

l i

Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusun PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap,

penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk

pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan wmum, ketrampilan khusus dan pengetahuan,
. CP Mata Kuliah (CPMK) adalah kemanupuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kulish, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian

atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhis

yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang
telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaien konsisten dan tiduk bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kernampuan atau kinerja
hasil belajar mahasiswa yang disertaifbukti-bukti

@
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Capaian
Pambelajaran {CP)

Pl

PPAKI

KU3

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Mempimyai ketulusan, komitmen, kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik
dengan dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan ahlak mulia serta memiliki motivasi untuk berbuat bagi kemaslahatan
peserta didik dan masyarakat pada umumnya

Menguasai pengetahuan dasar Ilmu Kewarganegaraan, politik, hukum, ekonomi, kenegaraan, sejarah perjuangan bangsa
serta nilai, moral dan budaya Pancasila

Penpuasaan secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek mmﬁdﬁn&cmr sosial dan kutural untuk kepentingan pembelajaran
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistemnatis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilm
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan da
:._m:m&@ggﬁm-moghnbmgngwgﬂmﬁ% kaidah,_tata_cara_dan_etika_ilmiah. dalam_rangk.

KUé

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luz




KXl Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilm
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanijora yang sesuai dengan bidang Pendidika
Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengembangkan kurikulum sesuai dengan bidang tugas

ICPMK (Caps mbglajaran!Luli;

ang Dibebankan Pada Mata Kuliah

CPMK1 Mahasiswa mampu menjelaskan keberadaan Hukum Tata Negara (HTN) pada EB;BEﬁ mo._mum_u _m:ma ,caE.bnm, %5 ruan;
lingkupnya, serta kaitannya dengan ilmu negara, ilmu politik, dan Hukum Administrasi Negara (HAN) (KU9, KK4);

CPMK2 Mahasiswa mampu menjelaskan HTN di Indonesia pada khususnya, sejarah, latar belakang, struktur negara R
(P3,KU1,KK4);

CPMK3 Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk negara, susunan negara, sistemn pemerintahan negara, sistem keparlemenan, sisten

pemiluy, sistem Kepartajan, mayoritas (Ketentnan Umum), dan demokrasi di Indonesia (KK4);

Owgﬁhmmhcmrmwmim mampu menjelaskan alasan penggunaan nama Hukum Tata Negara, ruang lingkup, dan cara pendekatan (S9

1);

CPMKS5 Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian dan mempresentasikannya (S9, KU2, KU9),

Diskripsi Singkat MK

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang mempelajari konsep mata kuliah hukum tata negara yang mencakup istilah yang
berkaitan dengan HTN, kedudukan HIN dalam skema (Bagan) ilmu hukum, definisi HTN, dan hubungan HTN dengan ilmu negara,
dengan ilmu politik, dan HAN. Namun sebelumnya terlebih dahmln dibahas beberapa pokok bahasan diantaranya Keberadaan Hukum
Tata Negara (HTN) pada umumnya, sejarah, latar belakang, dan muang lingkupnya, serta kaitannya dengan ilmu negara, ilmu politik,
dan Hukum Administrasi Negara (HAN), HIN di Indonesia pada khususnya, sejarah, latar belakang, struktur negara R1, Bentuk
negara, susunan negara, sistem pemerintahan negara, sistem keparlemenan, sistem pemilu, sistem kepartaian, mayoritas (Ketentuan
Umum), dan demokrasi di Indonesia, Alasan penggunaan nama Hukum Tata Negara, ruang lingkup, dan cara pendekatan yang
merupakan pengetahuan dasar (pondasi) yang harus dimiliki pada mata kuliah ini.

Bahan Kajian /
Pokok Bahasan

1. Istilah yang berkaitan dengan HTN, kedudukan HTN dalam skema (Bagan) ilmu hukum, definisi HTN, dan hubungan HTN denga:
ilmu negara, dengan ilmu politik, dan HAN.

2. Istilah sumber hukum, sumber Hukum Tata Negara yang formil dan materiil, yaitu Tap. MPRS/MPR, UU/Perpu, Peraturan
Pemerintah, Perpres, dan/atau Peraturan Pelaksana lainnya.

3. Istilah dan beberapa pengertian konstitusi, nilai dan sifat konstitusi, perubahan konstitusi, serta sejarah Undang-undang Dasar
Indonesia.

4, Beberapa azas yang dianut oleh Undang-undang Dasar 1945; azas pancasila, azas kekeluargaan, azas kedaulatan rakyat, azas

pembagian kekuasaan, dan azas negara hukum.

. Bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut sifatnya, dan menurut pembagian kekuasaan.

. Azas-azas kewarganegaraan; azas Jus Soli dan Jus Sanguinis, Bipatride dan Apatride, sejarah kewarganegaraan R1.

. Hak-hak Azasi Manusia (HAM); sejarah E.ES dunia, HAM di Indonesia, bantuk hukum tentang HAM, dan HAM dalam UUD

~1 G

NRI tanun 1945,
8. Sistem pemilu, berkaitan dengan hubungan pemilu dengan kedaulatan rakyat, tujuan pemilu, sistem perwakilan, dan pemilu di

Indonesia.




LY

9. Mayoritas; mayoritas mutlak (4bsolute Majority), mayoritas sederhana (Simple Majority), dan mayoritas nisbi (Relative Majority)
serta mayoritas yang dikualifisir (Qualificationed Majority).

10. Demokrasi, demokrasi substansial dan demokrasi prosedural, nomokrasi, sistem pemerintahan oligarchi, otokrasi, dan diktator.

11. Sejarah ketatanegaraan Indonesia.

12. Sejarah lahirnya orde baru.

13. Sejarah lahirnya orde reformasi,

14. Perbandingan hukum tata negara Indones

Daftar Referensi

tam gkatKe

et i o -

1. Moh. Kusnardi dan Harmaily Tbrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi HTN ~ Fak. Hukum U, Jakarta.
Cetakan ketujuh, 1988. :

2. Usep Ranawijaya, Hukum Tata Negara Indonesia ; Dasar-Dasarnya, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

3. Djamali, R &bdoel. (2010). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

4. E. Uffecht, Mot. Saleh Djindang. (1983). Pengantar dalam Hulkum Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan.

5. N

[ K

iPen

6. Alwi Wahyudi. (2012). Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
7. C.8.T Kansil. (2003). Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
8. A. Siti Soetami. (1993). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Bandung: PT Eresco.

9. Asshiddiqie, Jimly, (2006). Pengantar Hukum Tuata Negara. Jakarta: Konstitusi Press,

Media Pembelafaran |;

10.

- -

Nama Dosen Team Teaching

Pengampu

Mata kuliah

prasyarat

Catatan Sebelum memulai pembelajaran, setiap dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), diwajibkan untuk

melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa kebersihan kelas dan kedisiplinan mahasiswa dalam berpakaian.

2. Berdoa bersama yang dipimpin oleh dosen atau mahasiswa

3. Membaca Al-Qur’an
Pada proses pembelajaran mengintegrasikan materi perkuliahan dengan nilai-hilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai pancasila dan
Setelah selesai pembelajaran, setiap dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), diwajibkan untuk
-melakukan-hal=hal-sebagai-berikut:
1. Memberikan pesan-pesan moral

2. Membaca doa bersama yang dipimpin oleh dosen atar mahasiswa
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Minggu Sub-CPMK Bahan Kajlan Bentuk dan | Estimas! Pengalaman Belajar Kriteria & Indikator Penilaian 1 Bobot
Ke- | -(Kemampuan akhir (Materl Pembelajaran) Metode Walitu Mahasiswa Bentuk Penilal
ygtirencanakan) -Pembelajar Penilalan an (%)
an
(1) (2) (3) (4) {5) {6) (7) (8) 9
1 | Mahasiswa Istilah yang berkaitan e Bentuk: | TM: Menyusun ringkasan | Kriteria: ® Ketepatan 6%
mampu dengan HTN, kedudukan Kuliah | 2x(2x50") dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan HIN dalam skema » Metode: makalah tentang kriteria tentang istilah
tentang Istilah (Bagankilmu hukum, Discove | BI: | istilah yang berkaitan | grading yang berkaitan
yang Berkaitan m.mmua_ HIN, dan ry 2x(@2x60”) | dengan HTN, ‘ dengan HTN,
dengan HTN ubungan HTN dengan Tomn kedudukan HTN Bentuk Non- kedudukan
Ked ; ilmu negara, dengan ilmiu BM: dalam sk , test: HTN dalam
udukan HTN " g p- am skema (Bagan) .
politik, dan HAN, 2x(2x60™) o definisi | ® Tulisan skema (Bagan)
dalam Skema ilmu hukum, definisi S
. HTN, dan hubunean makalah ilmu Wﬂmﬁﬁg‘
(Bagan) [low 7 ;5" |'e Presentasi | definisi HTN
Hukum, Definisi HTN dengan ifmu ’
’ . dan hubungan
HTN, dan negara, dengan ilmu HTN dengan
Hubungan HTN politik, dan HAN ilmu pegara,
dengan Ilmu beserta contohnya. dengan ilmu
Negara, dengan (Tugas-1) . politik, dan
Ilmu Politik, dan Makalah: studi kasus HAN
HAN secara terminologis. o Sistematika
(Tugas-2) dan gaya
presentasi
2 | Mahasiswa Istilah sumber hukum, s Bentuk: | TM: Menyusun ringkasan | Kriteria: ¢ Ketepatan 6%
mampu sumber Hukum Tata Kuliah | 2x(2x50”) dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan Negara yang formil dan o Metode: makalah tentang kriteria tentang istilah
tentang Istilah materiil, yaitu Tap. Discove | BT: istilah sumber “grading sumber hukum,
msBWon E%Bu W%WMBEWF CG\MMHUF "y 2x(2x60") hukum, sumber Bentak N ,mh.:ﬁc.m. Hukum
Sumber Hukum eraturan Pemerin ; en on- ata Negara
’ L Hukum Tata Ne . ~
Tata Negara yang_ .| Perpres,.dan/atau .w.mam_:: -BM: Vang formil %bmﬂm test: ——yang formil
Formil dan Peraturan Pelaksana 2x(2x60™) materiil, yaitu Ta ¢ Tulisan dan materiil,
Materiil, yaitu lainnya. MPRS hcm.w P- makalah yaitu Tap
, igalie




UU/Perpu, UU/Perpu, Peraturan | s Presentasi UU/Perpu,
Peraturan Pemerintah, Perpres, Peraturan
Pemerintah, . dan/atau Peraturan Pemerintah,
Perpres, dan/atau Pelaksana lainnya Perpres,
Pergturan | beserta contohnyza. dan/atau
Pelaksana Lainnya (Tugas-1) Peraturan
Pelaksana
lainnya
e Sistematika dan
R > gaya presentasi
Mahasiswa Istilah dan beberapa ¢ Bentuk: | TM: & Menyusun ringkasan | Kriteria: ¢ Ketepatan 5%
mampu pengertian konstitusi, nilai Kuliah |2x(2x50™) | dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan mn sifat konstitusi, o Metode: makalah tentang kriteria tentang istilah
tentang Istilah dan | perubahan konstitusi, serta | piceove | BT: istilah dan beberapa | Srading dan beberapa
Beberapa sejarah Undang-undang y 2x(2x60”) |  pengertian konstitusi, pengertian
monmonmmb Ni Dasar Indonesia. i ey nilai dan sifat Bentuk Non- wonmawmzmr nilai
onstitusi, Nilai : e test: dan sifat
dan Sifat 8 sy | OnSiShPerbatan | B en | konstisi
Konstitusi, Sty Undan - makalah perubahan
Perubahan biioh e DAL o Presentasi konstitusi,
Konstitusi, serta Indonesia beserta serta sejarah
Sejarah Undang- tohnva. (T 1 Undang-
undang Dasar contohnya. (Tugas-1) undang Dasar
Indonesia Indonesia
o Sistematika
dan gaya
presentasi
Mahasiswa Azas pancasila, Azas e Bentuk: | TM: o Menyusun ringkasan | Kriteria: s Ketepatan 6%
mampu kekeluargaan, Azas Kuliah | 2x(2x50”) dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan kedaulatan rakyat, Azas » Metode: makalah tentang azas | Kriteria tentang azas
tentang Beberapa | pembagian kekuasaan, dan Discove | BT: | yang Dianut oleh grading yang Dianut
Azas yang Dianut | Azas negara hukum. ry 2x(2x607) Undang-undang oleh Undang-
o_ﬁawmzm. Learnin " Dasar 1945 beserta Bentuk Non- cWanm Dasar
-undang-Dasar BM: : Sac]y | test:: 1945
1945 g 2x(2x60”) contohnya. (Tugas-1) ¢ Tulisan e Sistematika
makalah dan gava




o Presentasi presentasi
Mahasiswa Bentuk negara dan sistem | « Bentuk: | TM: ¢ Menyusun ringkasan | Kriteria: Ketepatan 6%
mampu pemerintahan menurut Kuliah | 2x(2x50™) dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan sifatnya, dan menurut ¢ Metode: makalah tentang kriteria tentang benwk
tentang Bentuk pembagian kekuasaan, Discove | BT bentuk negara dan grading negara dan
Negara dan Sistem ry 2x(2x607) sistem pemerintahan sistem
H.oBQu.nsrmﬁ Learnin menurut sifatnya, dan Beatuk Non- pemerintahan
W\_onﬁﬁ Sifatnya, g BM: p menurut pembagian test: menurut
an Menurut 2x(2x60™) s, e i e Tulisan sifatnya, dan
Pembagian contohnya. (Tugas-1) makalah menurut
Kekuasaan . ¢ Presentasi pembagian
- ¥ kekuasaan
& - Sistematika
dan gaya
presentasi
Mahasiswa Azas Jus Soli dan fus ¢ Bentuk: | TM: ¢ Menyusun ringkasan | Kriteria: Ketepatan 6%
mampu Sanguinis, Bipatride dan Kuliah | 2x(2x50") dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan Apatride, Sejarah s Metode: makalzh tentang azas | kriteria tentang azas
tentang Azas-azas | kewarganegaraan RIL Discove | BT: Tus Soli dan Tus grading Ius Soli dan lus
Kewarganegaraan o 2x(2x60™} | Sanguinis beserta Sanguinis
Learnin contohnya. (Tugas-1) | Bentuk Non- | » Ketepatan
g BM: test: menjelaskan
2x(2x60™) s Tulisan tentang sejarah
makalah kewarganegara
s Presentasi an R1
Sistematika
dan gaya
presentasi
Mahasiswa Sejarah HAM dunia, HAM | e Bentuk: | TM: e Menyusun ringkasan | Kriteria: Ketepatan 6%
mampu di Indonesia, Bentuk Kuliah |2x(2x50”) | dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan hukum tentang HAM, dan | « Metode: makalah tentang kriteria tentang sejarah
tentang Hak-hak | HAM dalam UUD NRI Discove | BT: sejarah HAM dunia grading HAM dunia
Azasi Manusia tahun 1945. - 2x(2x60™) | pecerta contohnya, Ketepatan
(HAM) S g ’ Bentuk Non- menjelaskan
an:.:a BM: (Tugas-1) test: ﬂonﬂm_,um BAM
2x(2x60”) ¢ Tulisan dalam UUD




makalah NRI tahun
s Presentasi 1945
¢ Sistematika
dan gaya
itan | TM: ¢ Me ringkasan | Kriteria e Ketepatan 6%
mampu dengan hubungan pemilu Kuliah | 2x(2x50™) dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan dengan kedaulatan rakyat, | ¢ Metode: makalah tentang kriteria tenlang sistem
tentang Sistern tujuan pemilu, sistem Discove | BT: sistem pemilu,- grading pemilu,
Pemilu, Berkaitan | perwakilan, dan pemilu di 7y 2x{2x60) berkaitan dengan berkaitan
dengan Hubungan ?mosmmmm. s hubungan pemiln Bentuk Non- dengan
Pemilu dengan 4 BM: dengan kedaulatan | test: hubungan
Kedaulatan ’ e 2x(2x60™) fakys g o | ® Tulisan pemilu dengan
. ¢ t, tujuan pemiln,
Rakyat, Tujuan sistem perwakilan makalah kedaulatan
Wns.ﬂﬂu Sistem d Hu.— di # o Presentasi HN—@@F E-—:.NU.
Perwakilan, dan an pemiiu ¢l pemily, sistem
Pemilu di Indonesia beserta perwakilan,
Indonesia contohnya. (Tugas-1) dan pemilu di
Indonesia
e Sistematika dan
gaya presentasi
10 | Mahasiswa Mayoritas mutlak (dbsolute | ¢ Bentuk: | TM: ¢ Menyusun ringkasan | Kriteria: e Ketepatan 6%
mampu Majority), Mayoritas Kuliah | 2x(2x50) dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan sederhana (Simple « Metode: makalah tentang kriteria tentang
tentang Mayoritas | Majority), dan Mayoritas Discove | BT: mayoritas beserta grading mayoritas
nisbi (Relative Majority), 7y 2x(2%60”) |  contohnya. (Tugas-1) ® Sistematika dan
serta Mayoritas yang T Bentuk Non- gaya presentasi
dikualifisir (Qualificationed BM: test:
Majority). g 2x(2x60™) ¢ Tulisan
makalah
¢ Presentasi
11 | Mahasiswa Demokrasi, demokrasi e Bentuk: [ TM: ¢ Menyusun ringkasan | Kriteria: » Ketepatan 6%
“mampu substansial dandemokrasi |~ Kuliah | 2X(2X50”) | dalam bentuk Kbk menjefaskan o
menjelaskan prosedural, nomokrasi, e Metode: makalah tentang kriteria tentang
tentang sistem pemerintahan n; BT: demokrasi, grading demokrasi,




Demokrasi, oligarchi, otokrasi, dan ry 2x(2x60™) demokrasi substansial demokrasi
Demokrasi diktator. Learnin dan demokrasi Bentuk Non- substansial dan
substansial dan g BM: prosedural, test: demokrasi
demokrasi - _ 2x(2x60™) nomokrasi, sistem e Tulisan prosedural,
HuﬂOMQQEP—» mumg.oibﬁm&.g mulzalah nomokrasi,
Nomokrasi, Ommm.ﬂog otokrasi, e Presentasi sistem
Sistem dan diktator beserta pemerintahan
womsmnbﬁ.mwmb contohnya. (Tugas-1) oligarchi,
Oligarchi, otokrasi, dan
Otokrasi, dan diktator
Diktator B Sistematika dan
#h \ gaya presentasi
12 | Mahasiswa Skjarah ketatanegaraan ¢ Bentuk: | TM: Menyusun ringkasan | Xriteria: Ketepatan 6%
mampu Indonesia. . Kuliah | 2x(2x50") dalam bentuk Rubrik menjelaskan
merijelaskan . e Metode: makalah tentang kriteria tentang sejarah
tentang Sejarah Discove | BT: sejarah grading ketatanegaraan
Ketatanegaraan 7y 2x(2%60”) |  ketatanegaraan Indonesia
Indonesia Learnin o Indonesia beserta Bentuk Non- | o Sistematika dan
BM: ¥ test: gaya presentasl
g 2%(2%60") contohnya. (Tugas-1) e Tulican
makalah
e Presentasi
13 | Mahasiswa Sejarah lahirnya orde baru. | ¢ Bentuk: | TM: Menyusun ringkasan | Kriteria: Ketepatan 6%
mampu Kuliah | 2x(2x50”) dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan ¢ Metode: makalah tentang kriteria tentang sejarah
tentang Sejarah Discove | BT: sejarah lahirnya orde | grading lahirnya orde
Lahirnya Orde " 2x(2x60™) Bapr b baru
Baru P contohnya. (Tugas-1) Bentuk Non- Sistematika nmn
BM: test: gaya presentasi
& 2%(2%60”) e Tulisan
makalah
e Presentasi
14 | Mahasiswa Sejarah lahirnya orde o Bentuk: | TM: Menyusun ringkasan | Kriteria: Ketepatan 6%
mampu reformasi. Kuliah | 2x(2x50”) |  dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan e Metode: makalah tentang kriteria tentang sejarah
tentang Sejarah ; BT: mm...mm.ﬂm.r wm.ﬁmauuw orde mﬂmn:bm —Nrmgu\m. Oﬁnwm )




RSN .n..«_.v.,m m " h...w.{\. " e

.w_.‘w\wE,me Orde ry 2x(2x60™) reformasi beserta reformasi
‘Reformasi Learnin contohnya. (Tugas-1) | Bentuk Non- | ¢ Sistematika dan
g BM: tost: gaya presentasi
~ - 2x(2x60) s Tulisan
) . makalah
‘ + Pyesentasi
Mahasiswa Perbandingan hukum tata | » Bentuk: | TM: » Menyusun ringkasan | Kriteria: e Ketepatan 6%
mampu negara Indonesia. Kuliah | 2x(2x50) dalam bentuk Rubrik menjelaskan
menjelaskan ¢ Metode: makalah tentang kriteria tentang
tentang Discove | BT: perbandingan hukum | grading perbandingan
Perbandingan . ry 2x(2x60”) |  tata negara Tndonesia hukum tata
Hukum Tata .. Learnin beserta contohnya. Bentuk Non- |  ngara
Negara Indonesia # g BM: (Tugas-1) test: Indonesia
2x(2x60™) e Tulisan e Sistematika dan
makalah gaya presentasi
¢ Presentasi
H16 W jiantAKN SRR O [29%,

Catatan:

L.

2.

3,

4.

5.

6.

Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap [ulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap,
penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

CPL yeng dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk
pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian
atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir
yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut,
Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan scbagai ukuran atau tolok ukur Ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang
telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten den tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun koalitatif.
Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja

hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

B.

SILABUS
MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah. : Pendidikan Kewarganegaraan
Nomor Kode - . g
Jumlah SKS :2 SKS (100 menit)

i Sémester : Kedua dan Ketiga .
Prodi * Pendidikan Pancasila dan Kewargnegaraan (PPKn)
Kelompok Mata Kuhah : MKP '(M%ta Kuliah Pengembangan Kepribadian)
J urusaanrogram : Semua J uruSag/Sl (Dik dan Nondik)

Prasya:at : Tidak ada
Dosen : TIM Dinsen PKN Unismuh Makassar
Tujuan Umum MK PKN

+ Setelah mengikuti perkulighan ini mahasiswa dlharapkan memiliki wawasan dan
kesadaran kebangsaan yang tinggi, mampu bertindak cerdas, berwawasan global, berjiwa
patriotik, berfikir komprehensif-integral dengan berlandaskan Falsafah Pancasila, UUD 1945,
Wl wasan Nusantara dan Ketahanan Nasional untuk mewujudkan cita-cita dan_tujuan

Anasmnal ) ’

r
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" C.|Deskripsi Isi MK PKN

o Dalam perkuliahan ini dibahas esensi PKN (Landasan filosofis, historis, Visi, Misi,
‘Tujuan, Kompetensi PKN ), Dinamika Negara Kebangsaan, Pancasila sebagai Dasar dan
Fallsafah Negara, Norma/Kaidah yang berlaku di masyarakat, Kesadaran Berkonstitusi, Hak
Asasi dan Kewajiban dasar Manusia, Kesadaran Berdemokrasi, Geopolitik dan Geostrategi
It}donesia, Politik dan Strategi Nasional, Pembangunan Daerah dalam Kerangka NKRIL

B! Proses Pembelajaran

Pendekatan : Bkspositori dan Inquiri
Metode - Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi, Tugas, Pemecahan Masalah.
Tugas : Evaluasi tiap Bahasan, Makalah, Presentasi dan Diskusi
Media : OHP, LCD, Jurnal.

E.iEvaluasi

Nilai akhir (NA) mahasiswa pada mata kuliah ini terdiri atas :
1. Keaktifan di kelas meliputi kehadiran di kelas dan keaktifan dalam diskusi, tanaya
jawab (40 %)
Nilai Tugas (individu, kelompok) dan partisipasi dalam diskusi dengan Bobot 25%
Nilai Kedisiplinan (termasuk kehadiran kuliah ) dengan Bobot 15%
Nilai Ujian Tengah Semester (UT S} dengan bobot 10 %
Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dengan Bobot 10 %

' Nilai Akhir (NA) diperoleh dengan mengakumulasikan setiap aspek nilai sesuai dengan
bobotnya.
Nilai Akhir (NA) yang berbentuk angka (0-100), kemudian dikonversikan kedalam huruf
mute A, B, C, D, atau E dengan menggunakan Sistem Penilaian Relatif (Gabungan PAP
dan PAN) ‘

wmos W N

-
F.|Rincian Materi Perkuliahan Tiap Pertemuan

1. Pengantar Perkuli%ﬁn (pertemuan ke-1)

2. Dinamika Negara Kebangsaan Indonesia (Pertemuan ke-2)




3. Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara (Pertemuan ke-3)
4. Membina Kesadaran Berkonstitusi (pertemuan ke- 4 dan 5)

6. Norma‘kaidah yang berlaku dalam masyarakat (pertemuan 6)
7. Hak dan Kewajiban Warga Negara (Pertemuan ke-7 )

8. Demokrasi di Indonesia (pertemuan ke-8)

9. Ujian Tengah Semester ( Pertemuan ke-9)

10. Geopolitik Indonesia (pertemuan ke-10 dan 11 )

11. Geostrategi Indonesia  (pertemuan I;e-,ll dan 12)

12. Politik dan Strategi Nasional ( pertemuan ke-13 dan 14 )

13, Pembangunan Daerah dalam Kerangka NKRI (Pertemuan ke-15)

14. Ujian Akhir Semester ( Pertemuan ke-16)

G. Daftar Literatur

1. Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen

2. Instrumen-instramen HAM Nasicnal dan Internasional (PBB)

3. Muchtar K (1983), Hukum Laut Internasional, Bandung : PT Bina Cipta

4. Notonagoro (1980), Beberapa hal Mengenai Falsafah Pancasila, Pancur
,an Tujub, Jakarta.

5 Tim Dikti & Lemhannas (2003), Pendldlkan Kewarganegaraan, Jakarta:
PT. Gramedia. -

6. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

7. Undang—undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI

8. Undang-undang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

0. Undang-undzfé%No 22 Tahun 1999 jo.UU No.32 Tahun 2004 tentang
Pemenntahan Daexah

: 10 Buku buku teks dalam dan luar negeri. yang relcvan dengan pokok

bahasan, temtama yang dlan]urkan oleh dosen d1 kelas" masmg-masmg




C:
Sﬂabus ini bersifat tentatif, karena aksn disesuasikan dengan SK Dirjen Dikti tentang
Perubahan Kurikulum Mata Kuliah PKN, yang diperkirakan akan terbit pada pertengahan Juli
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Makassar, 12 Januari 2017
Dosen Pengampu,

Dr. Drs. A. Rahim, SH, M. Hum




SILABUS

Nama Mata kuliah : HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA

Kode : HTN 005

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara
Program : 8.1

Bobot sks : 2 SKS

Sifat : Wajib

Deskiipsi Mata Kuliah

Hukum Kelembagaan Negara (HKN) sebagai salah satu Mata Kuliah Keilmuan
dan Keterampilan Hukum (MKKKH) memiliki posisi untuk mendukung pengetahuan
dan keterampilan mahasiswa mengenai Mata Kuliah Hukum Kelembagaan Negara
memuat materi mengenai berbagai masalah ketatanegaraan yang berkaitan dengan
kelembagaan Negara terutama mengenei teori - teoridan perkembangan lembaga
Negara, konsepsi lemabaga Negara, jenis-jenis, lembaga Negara, hubungan antar
lembaga Negara, dan sengketa kewenangan lembaga Negara.

Tolak Ukur Indikater Kompetensi (Target Hasil Belajar)

1. Mahasiswa dapat memahami konsep,historis, definisi, kedudukan, fungsi, dan
sumber hukum Hukum Kelembagaan Negara.

2. Mahasiswa mampu menjelaskan keseluruban lembaga-lembaga negara dalam
sistem hukum Indonesia

3. Mahasiswa dapat memahamidan menjelaskan teori-teori yang berhubungan
dengan kelembagaan negara dan pengertian hukum kelembagaan negara.

4. Mahasiswa dapat memahami mengenai hubungan antar lembaga negara dan
mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga negara.

5. Mengenal dan menjelaskan konsep hukum kelembagaan negara dan instrumen
kelembagaan negara di Indonesia.

6. Mahasiswa mampu menjelaskan keseluruhan lembaga-lembaga negara dalam
sistem hukum Indonesia

Topik Inti Materi Pembelajaran

1. Pendahuluan
1) Konsep Lembaga Negara
2) Perkembangan Organisasi Negara
3) Teori penataan lembaga negara

2. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan
1) Bentuk Negara
2) Bentuk Pemerintahan
3) Sistem pemerintahan




10.

1.

Lembaga — lembaga Negara di Indonesia

1) Jenis —jenis Lembaga Negara dalam UUD 1945 (Sebelum dan Sesudah
Amandemen)

2) Lembaga Negara lainnya dan Lembaga Daerah

3) Kedudukan dan wewenang lembaga Negara

4) Tugas, fungsi dan batasan kekuasaan

Hubungan antar lembaga Negara

1) Hubungan Keangotaan

2) Hubungan Fungsional

3) Hubungan Pengawasan

4) Hubungan yang berkaitan penyvelesaian sengketa

5) Hubungan berkitan dengan pelaporan atau pertanggungjawaban

Lembaga Eksekutif (LLembaga Kepresidenan)

1)} Pengertian

2) Organisasi, Kedudukan dan Kewenangan

3) Hubungan Presiden dengan Wakil Presiden

4) Hubungan Presiden dengan menteri negara '

Lembaga Legislatif

1) Pengertian

2) Jenis, Kedudukan dan Kewenangan

3) Hubungan antar lembaga Legislatif

Lembaga Yudikatif

1) Pengertian

2) Jenis, Kedudukan dan Kewenangan

3) Hubungan antar lembaga yudikatif

Komisi — Komisi Negara

1) Pengertian dan Landasan Hukum

2) lJenis, Kedudukan dan Kewenangan

3) Hubungan antar komisi dengan lembaga negara lainnya

Kementerian Negara

1) Pengertian dan Landasan Hukum

2} . Pembentukan, Pengubahan dan Pembubaran

3) Jenis, Kedudukan dan Kewenangan

4) Susunan Organisasi dan Hubungan antar Kementerian dengan lembaga
negara lainnya

Lembaga Negara dalam Islam

1) Pengertian dan Landasan Hukum

2) Jenis, Kedudukan dan Kewenangan

3) Susunan Organisasi dan Hubungan antar lembaga negara

4) Kelembagaan negara Istam dalam Dunia Modern

Sengketa kewenangan lembaga Negara

1) Istilah dan Pengertian sengeta kewenangan lembaga Negara

2) Faktorfaktorpenyebab terjadinya sengketa kewenangan lembaga Negara

3) Obyek sengketa kewenangan lembaga Negara

2
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4) Lembaga Negara yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan
lembagaNegara.

5) Lembaga Negara yang berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan

" lembaga Negara '

6) Mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga Negara

Metode Pembelajaran

1. Pendekatan : Proses, ekspositori, copy the master, dan CTL

2. Metode : Ceramah, tanya jawab, diskusi, pemecahan masalah.

3. Tugas : Artikel ilmiah, makalah, reveiw artikel, Penelitian, buku,
atau karya tulis creative writing, dan seminar Kelas

4, Media : Portofolio, fotokopi dokumen otentik dari berbagai sumber,
Dan LCD / Power Point

Alternative Media Pembelajaran

1. Papan Tulis
2. OQHP
3. Foto Copy Bahan
4. Ruang Kelas
5. Perpustakaan

Evaluasi dan Kriteria Penilaian

Penilaian atas prestasi mahasiswa didasarkan pada kehadiran, aktivitas, diskusi,
tugas-tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
1. Sikap : Kehadiran (lebih dari 80%), interaksi di dalam kelas, diskusi: 10 %.
2. Proses  : Tugas mandiri, terstruktur, portofolio: 20 %.

3. UTS : Tes tulis tengah semester 25 %
4. UAS : Tes tulis akhir semester 45 %.
Rujukan

Abdul., H. Latief, Hukwm dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada
Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: Ull-Press, 2005.

Asshiddigie, Jimly, Pengantar llmu Hulum Tata Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2010.
, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 2005.
, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta; PT Bhuana fmu Populer,
2009.
, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, cet- ke 2,
Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu,
1987.

: Kosntitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
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. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta : Xonstitusi Press,
2005

___ . Lembaga Negara dun Sengketa Kewenangan Antar Lembaga, Jakarta:
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005.

Basah, Sjachran., Kksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di
Indonesia, Cet- ke 3, Bandung: PT. Alumni, 1997.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar llmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1993.

Fachruddin, Irfan Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan
Pemerintah, Bandung: Alumni, 2004.

Farida, Maria Indrati S. limu Perundang-Undangan (Bagian 1): Jenis, Fungsi dan
Materi Muatan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007,

Firmansyah Arifin, Hukum daen Kuasa Konstitusi: CatatancatatanUntuk
PembahasanRuncangan UndangUndangMahkamah Konstitusi. Cet. Pertama.
Jakarta: KonsorsiumReformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.

Hadjon, Philipus M. dkk, Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia; Introduction to
the Indonesian Adminstrative Law, cet ke-10,Yogyakarta, Gajah Mada
University Press, 2008.

_ . Lembaga Tertinggi dan Tingi Negara Menurut UUD 1945 Suatauanalisis
Hukum dan Kenegaraan. Surabaya: Bina Ilmu, 1987

Hamidi, Jazim., dkk, Teoridan Politik Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Total Media,
2008,

Hoessein, Bhenyamin., Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah:
Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi, cet- ke 2,.Depok: DIA FISIP UI, 2011.

HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Huda, Ni'matul, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrai, Yogyakarta: UII
Press, 2007.

Indrobarto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara; Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara,
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Koesnardi, Moh., dan Bintang R. Saragih, Susunan pembagian Kekuasaan Menurut
Sistem Undang-Undang Dasar-19435, cet-ke VII, Jakarta: PT Gramedia, 1994,

Le, AP Sueur and JW. Herberg, Constitutional- & . Administrative Law, London:
Cavendish Publishing Limited, 1995.

Lopa, Baharuddin dan Andi Hamzah, Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara,
Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Lotulung, Paulus E. Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap
Pemerintah, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Mahfud, Moh. M.D., Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Bandung;
Rineka Cipta, 2001.

Mahmuzar, Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan
Sesudah Amandemen, Bandung: Nusa Media, 2010.

Manan, Bagir, Lembaga Kepresidenan. Cet. Ke-2. Yogyakarta, FH-UII Press, 2003.

Marbun, SF.” dan Moh. Mahfud, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara,

Yogyakatta, Liberty, 1987.




Mauarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press,
2005.

Nugraha, Safti., dkk, Hukum Administrasi Negara, Badan Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2005. )

Philipus M Hadjon et al, Pengantar Hulkum Administrasi Indonesia (Introduction to
the Indonesian Administrative Law), Gadjah Mada University Press Yogyakarta,
2001.

Philipus M Hadjon, Pemerintahan Menurut Hukum (Weten rechtmatig Bestuur),
Yuridika Surabaya, 1993.

Purbopranoto, Kuntjoro., Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia, Bandung:
Angkasa Offset Bandung, 1981.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UIl Pres, Yogyakarta, 2003,

Sibuea, Hotma P., Asas Negara Hukum, Peraturan kebijakan & Asuas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Erlangga, 2010.
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LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 4 :
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p 1 (satu) rangkap Proposal
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| 1zin Penelitian
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Saudara :AKBARABA %,
, | No. Stambuk : 10543 0011945
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Sehubungan dengan hal tersebut, yang bersangkutan akan melaksanakan
benelitian/ Pengabdian Masyarakat sesuai ketentuan yang berlake.
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I'EMBAR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

h Mahdsiswa : Akbar Aba Pembimbing II : Dra. Jumiati Nur, M.Pd.
- 10548 0011 915 NIDN : 0908066702
ram Stliidi : PPKn

I
Ldul Penelitian : IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEMUHAMMADIYAHAN DALAM
EMBEIIAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA MAHASISWA
NIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.

Paraf

fo. | | [Fanggal Materi Konsultasi & Catatan Pembimbing . 3
pembimbing |
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Catatan: B

1. Kaitu konsuitasi dibuat dua rangkap untuk pembimbing I dan [T, dilampirkan saat seminar.
2. *) Sesuaikan dengan status pembimbing, sebagai Pembimbing I atau Pembimbing II.

' 3. Mihimal konsultasi sebanyak 3 x

\ 4. Dapat diperhanyak bila diperiukan
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na Mahasiswa : Akbar Aba Pembimbing 1 : Dr. Muhajir, M.Pd.
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fudul Penelitian : IMPLEMENTASE NILAI-NILAT KEMUHAMMADIYAHAN DALAM
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Catatan:
1. Kartu konsultast dibuat dus rangkap untuk pembimbing I dan H, ditampirkan saat seminar.

* Sesualkan dengan status pembimbing, sebagai Pembimbing I atan Pembimbing II.
3 Mlmmal konsultasi sebanyak 3 x

4, Dapat diperbanyak bila diperlukan
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DOKUMENTASI

Kampus Unismuh Makassar

Wawancara bersama WD IV FKIP Unismuh Makassar




Wawancara bersama dosen Prodi PPKn

Wawancara bersama dosen Prodi PPKn




Observasi langsung di kelas sekaligus wawancara bersama
mahasiswa Prodi PPKn

Observasi langsung di kelas sekaligusu wawancara bersama
mahasiswa Prodi PPKn
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